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Akad ha'i murabahah merupakan salah satu akad transaksi dalam jual beli yang
dilakukan dalam bentuk hutang piutang seperti contoh pada pembiayaan. PT FIF
Syariah cabang Banda Aceh ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang
memberi pelayanan pembiayaan kepada masyarakat khusus pada produk AHM.
Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah
satu peraturan yang menetapkan bagaimana praktik dalam transaksi muamalah
yang sesuai dengan. prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti
bagaimana Penerapan Diktum-diktum perjanjian pembiyaan pembelian motor
secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan
Qanun LKS No. 11 Tahun 2018? Dan Bagaimana tinjauan akad »a i murabahah
terhadap klausula dan diktum perjanjian.pembiayaan pembelian motor pada PT
FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun
2018?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi
kontrak. Hasil penelitian dari analisa kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF
Syariah cabang Banda Aceh yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan
diktum perjanjian yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dimuat
dalam Qanun LKS, pada penerapannya pihak manajemen PT FIF Syariah
mengutamakan kesepakatan dari pada pihak konsumen sebelum melanjutkan
kontrak. Klausula dan diktum perjanjian yang telah dimuat dalam kontrak
perjanjian pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ini juga telah memenuhi
syarat sah jual beli dalam bentuk akad ba’i murabahah, didalamnya meliputi
subyek hukum, keterangan objek yang jelas, transparansi harga dan perolehan
margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pemberi kuasa atas
jaminan fidusia.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Di bawabh ini daftar huruf Arabitu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| Alf tidak tidak 25 ta’ T te
dilamba | dilambangk (dengan
ngkan an titik di
bawah)
w Ba’ B Be e za z zet
. (dengan
titik di
bawah)
& Ta’ T Te ¢ ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
Oy Sa’ S es (dengan & Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J Je s Fa F Ef
z Ha’ h ha _(d_eng_an k) Qaf Q Ki
titik di
bawah)
t Kha’ Kh ka dan ha 3l Kaf K Ka
3 Dal D De J Lam L El
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3 Zal Z zet (dengan - Mim M Em
titik di
atas)
B R R Er O Niin N En
B Zai Z Zet Wau w We
o Stn S Es > Ha’ H Ha
g Syin Sy es dan ye e Hamza ‘ Apostrof
h
o Sad S es (o!eng_an I Ya’ Y Ye
titik-di
bawah)
e Dad d de §Qengan
titik di
bawah)
2. Vokal

VVokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U
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2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:
Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
s fathah dan ya’ Ai adani
e fathah dan wau Au adanu
Contoh:
X -kataba
O ~fa‘ala
: -zukira
LAJJ -yazhabu
el -sulila
(S kaifa
J  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
B RN fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas
e kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
3. dammah dan wau U u dan garis di atas




Contoh:

Jé -qala
& crama
& -gila

3}24 -yaqitlu

4. Ta’ marbiitah
Transliterasi untuk ¢t@ 'marbiitah ada dua:

1) Ta’ marbitah hidup
ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2) Ta’ marbiitah mati
ta’ marbutah yang matlatau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah /@’ marbitah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JULYELY - raud ah al-agfal
:);JJ \L’J«J‘ - al-Madinah al-Munawwarah
L - ralhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.



&5 -rabbana
J5 -nazzala
2 -al-birr
&+ -al-hajj
V;j -nu’ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam _sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J! ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:

J&5 -ar-rajulu

s -as-sayyidatu

z
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al -asy-syamsu

;lii\ -al-gqalamu

Ry -al-badr‘u

35’@-\ -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:
d;j\;b -ta’ khuziina
;}fﬂ -an-nau’
% -syai un
f‘); -inna
b}ﬁ -umirtu
K1 -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:

W)U‘%}l ‘&65 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
O1slSngsst  -Fa auf al-kaila wa al-mizan
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Qi 281 -Ibrahim al-Khald
e Liaslalz 4 o~y -Bismillahi majrahd wa mursah
il b O Je &5 -Walillahi ‘ala an-nasi hijju al-bait
')’\wu &) ¢ a2 o -Man istata‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD,-di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

j}’nﬁll s Vs -Wa ma Muhammadun illa rasul
o ay &2 5o 3T f’:; -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
Pl &» L;-}I] ~lallazi bibakkata mubdrakkan
3\;&.5\ ab Jf\ ggd\ 0las5e%. -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur anu
J\JJ\ d;iﬁ b 38 -Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin
Gd W 5 & 2ad -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamm
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
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of &J A Faiad -Nasrun minallahi wa fathun garib
HESEIA -Lillahi al-amru jami‘an
ke ool :}Q ﬁ)\j -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi.ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi, Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan secbagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam bentuk akad menjadi salah satu manifestasi dari
perbuatan hukum bagi para pihak yang dilakukan dalam bentuk ijab dan kabul,
merepresentasikan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam konsep Islam, akad
harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengandung asas
keadilan, keridhaan dalam melakukan kesepakatan dan tidak mengandung unsur
keterpaksaan, tadlis® dan taghrir.? Perjanjian sebagai sarana untuk melahirkan
perikatan sebagai salah satu upaya hukum yang dapat mengikat para pihak sesuai
dengan klausula perjanjian yang disepakati. Sehingga dalam figh muamalah,
kaidah yang dibentuk dalam suatu perjanjian yaitu suatu kesepakatan yang dibuat
oleh para pihak akan menjadi hukum_ yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak
tersebut selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan syara’.®

Perjanjian dapat dilakukan.secara lisan, isyarat dan tertulis. Ulama
berpendapat bahwa “setiap bentuk-bentuk akad tersebut dibolehkan dalam
bertransaksi, hanya saja setiap bentuk akad-menpunyai tingkat keabsahan yang
berbeda-beda, seperti bentuk akad dalam tulisan yang dinilai tinggi akan
keabsahannya karena pemenuhan rukun dan syarat-syarat perjanjian lebih mudah
dipahami. Oleh karena itu tingkat efesiensi kerelaan dan kesepakatan yang

! Tadlis dalam figh muamalah adalah tindakan yang mengandung unsur penipuan dengan
menyampaika n informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, lihat lebih lanjut dalam
buku Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012). him. 36.

2 Taghrir secara literal diartikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh salah
satu pihak dalam suatu transaksi sehingga dapat merugikan secara materil dan immaterial bagi
pihak lain, lihat lebih lanjut dalam Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan
Keuangan, edisi ke-4, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), him. 32.

8 Kaidah ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi “al-muslimuna ‘ala syuruthihim”
Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), him. 14.
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diberikan pihak kreditur dan pihak debitur daripada transaksi perjanjian itu lebih
jelas.

Salah satu bentuk perjanjian pada transaksi jual beli dapat dilakukan
melalui transaksi akad murabahah yang banyak digunakan pada lembaga
keuangan syariah dalam menerapkan pembiayaan kepada nasabah debitur. Pola
jual beli murabahah yang digunakan ini lazimnya dalam bentuk pembiayaan non
tunai karena pihak nasabah debitur dalam melakukan pembelian barang tersebut
dengan lembaga keuangan yaitu dengan membayar barang yang dibelinya secara
angsuran dalam tempo yang disepakati dengan penjual.

Pada transaksi murabahah yang diterapkan melalui mekanisme jual beli
barang, pihak penjual -menetapkan harga jual yang komponennya mencakup
modal dan margin keuntungan yang ingin diperoleh. Dalam hal ini pihak penjual
harus secara jelas menerangkan komponen modal dan juga tingkat margin yang
ingin diperoleh, nasabah tidak .bisa menegosiasikan komponen modal karena
modal merupakan biaya yang telah dikeluarkan pihak penjual untuk memperoleh
barang, sesuatu yang hanya boleh ditawarkan oleh pembeli hanyalah margin
karena itu merupakan tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh penjual dan dapat
dinegosiasikan.

Wahbah Al-Zuhaily menerangkan bahwa komponen tersebut merupakan
syarat sahnya bertransaksi dengan akad murabahah, Pihak konsumen harus
mengetahui harga dasar atau harga pokok, selanjutnya konsumen berhak untuk
mengetahui tingkat margin keuntungan yang akan diambil oleh penjual.

Keseluruhan modal dan margin tersebut merupakan harga jual dengan akad

4 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalah, ed ke-1 cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2005),
him. 130.



murabahah yang meliputi harga modal ditambah dengan keuntungan yang
disepakati oleh pihak penjual dan pembeli.®

Dari narasi di atas, jelas jual beli murabahah berbeda dengan jual beli
biasa (mutlaq) karena pihak penjual dan pembeli sama-sama memperoleh
keuntungan dari mekanisme jual beli yang dilakukan. Penjual memperoleh laba
dari nilai margin yang dinegosiasikan sedangkan pembeli memperoleh harga yang
transparan dan jujur dari pihak penjual, sehingga nilai transaksi murabahah ini
terlepas dari indikasi gharar dan tadlis. ini juga termasuk kepada syarat-syarat
sahnya implementasi transaksi murabahah yang harus dipenuhi oleh pihak
penjual itu sendiri.®

Pihak pembeli dapat melakukan transaksi jual beli murabahah secara non
tunai baik melalui cicilan (murabahah bit tagsith), maupun dengan murabahah
muajjal (lump-sum di akhir).”

Secara yuridis, dalam . proses penetapan klausula perjanjian harus
mempunyai unsur tertentu di dalamnya meliputi unsur esensialia atau unsur
mutlak, unsur naturalia, unsur accidentalia.® Dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) menempatkan perjanjian dan klausula baku
sebagai cara untuk memudahkan transaksi, salah satu pihak yaitu kreditur telah
menyiapkan klausula yang kemudian diberikan“kepada pihak debitur untuk
disepakati tanpa menegosiasikan kembali terhadap klausula yang telah ditetapkan

sebelumnya.®

® Wahbah Al-Zuhaily, Figh Islam Wa Adillatuhu, cetakan ke-1, (Depok: Gema Insani,
2011), hlm. 358.

€ 1bid
" Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan keuangan, him. 116.

8 Muhammad Hasan Muaziz & Achmad Busra, Pengaturan Klausula Baku Dalam
Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, Jurnal Law Reform, volume 11 nomor
1, 2015, him. 82

9 Kitab Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 Nomor 10



Pembiayaan murabahah juga telah menekankan kepada pihak lembaga
keuangan bank maupun non-bank untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi
dan akuntabel kepada konsumen yang mencakup jumlah modal dan persentase
keuntungan yang ingin diperoleh oleh pihak kreditur.l® Untuk memudahkan
aplikasi jual beli murabahah maka para ahli dan ulama memadukan konsep jual
beli murabahah dengan konsep lainnya seperti akad rahn terutama pada lembaga
keuangan syariah, baik bank maupun non-bank sehingga terbentuknya konsep
pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.!

Lembaga keuangan sudah beroperasi sejak lama baik itu dalam kategori
pembiayaan, pinjaman dan lain sebagainya, akan tetapi prinsip yang diterapkan
ialah prinsip-prinsip pada lembaga keuangan berbasis konvensional dimana
lembaga keuangan tersebut menjalankan pembiayaan yang mengacu pada suku
bunga yang ditetapkan pada perjanjian yang disediakan. Suku bunga yang di
sepakati ini meliputi segala jenis.biaya yang dikeluarkan oleh pihak pembeli baik
itu keterlambatan pembayaran angsuran dan lain sebagainya. Hal ini tentu
bertolak belakang dengan agama islam yang melarang riba dalam setiap kegiatan
muamalah.

Setelah penerapan Qanun LKS No.11 tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah di Aceh, maka setiap Lembaga keuangan bank dan non-bank
harus menyediakan produk yang berbasis Syariah sehingga dalam operasionalnya
tetap dalam skema dan prinsip Syariah. Salah satu transaksi syariah yang fleksibel
yang dapat diterapkan pada institusi bank dan non-bank adalah ba’i murabahah.

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang menggunakan skema
pembiayaan murabahah untuk penyaluran pembiayaan dalam bentuk pembelian

kendaraan bermotor diaplikasikan oleh PT. Federal International Finance (FIF)

10 Ash-shawi Shalah, Al-muslih Abdullah, Fikih Ekonomi Islam, (Jakarta: Darul Hag,
2015), him. 88.

11 Otoritas Jasa Keuangan, Buku Standar Produk Perbankan Syariah, diakses pada
tanggal 25 Juni 2021 dari situs: http://www.ojk.go.id
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Syariah bergerak sebagai Lembaga pembiayaan dan pendanaan masyarakat yang
meliputi pembiayaan multiguna dan modal kerja, pembiayaan yang dilakukan FIF
Syariah lebih menekankan kepada pembiayaan kendaraan roda dua pabrikan
Honda sebagai komoditas bisnis utama perusahaan Honda Jepang.?

PT FIF Syariah harus menentukan jenis klausula perjanjian dan
menerapkan klausula baku sebagai bentuk kesepakatan dalam melakukan
pembiayaan. Klausula baku merupakan perjanjian yang diterapkan oleh satu
pihak dan pihak lainnya mau tidak mau harus menerima isi dari perjanjian tersebut
tanpa adanya negoisasi, pembeli hanya bisa menerimanya atau
meninggalkannya.'®

Pembiayaan yang diterapkan pada PT FIF Syariah telah mecantumkan
beberapa poin yang menjelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan meliputi
pihak pertama yaitu PT FIF Syariah yang diwakili oleh karyawannya dan pihak
kedua yaitu nasabah yang melakukan pembelian motor pada perusahaan tersebut,
kemudian keduanya disebutkan sebagal para pihak yang saling mengikat diri
dalam akad murabahah. Dalam perjanjian yang disepakati tersebut juga
menerangkan objek akad yaitu motor yangdiinginkan oleh pembeli, biaya-biaya
dan struktur akad murabahah yang menjelaskan harga-harga antara lain harga
pertama objek akad, biaya pokok murabahah, ‘persentase perolehan margin
murabahah, sistem pembayaran dan fa "zir (sanksi-sanksi).**

Selanjutnya para pihak berdasarkan hal tersebut menyepakati bersama

untuk merumuskan syarat dan ketentuan yang telah diatur pasal demi pasal yang

2 FIF Group, sekilas tentang perusahaan, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pada situs:
https://www.astrafinancial.co.id/ind/fifgroup/

13 Muhammad Hasan Muaziz, Achmad Busra, Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum
Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, Jurnal Law Reform, volume 11 nomor 1, 2015,
him.78.

4 FIFGroup Motorcycle Financing Syariah, Lampiran Kesepakatan Kontrak
Pembiayaan Dalam Akad Murabahah, (Banda aceh: PT Federal International Finance).
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tercantum pada surat kuasa pembebanan jaminan fidusia'®, dimana didalamnya
menyebutkan kesepakatan pihak yang kemudian disebutkan sebagai pemberi
kuasa yaitu pemberi jaminan atas wanprestasi dari pihak kedua (debitur).

Dalam melakukan pembiayaan, pihak FIF Syariah akan memberikan
pembiayaan setelah menimbang serta menyeleksi kelayakan beberapa berkas data
nasabah dan pekerjaannya sebagai salah satu bentuk persyaratan yang diberikan
oleh nasabah kepada pihak PT FIF Syariah.'” perusahaan ini tidak meminta
nasabah untuk memberikan jaminan karena pihak FIF Syariah telah memasukkan
biaya penyimpanan BPKB yang diambil perharinya sampai angsuran dinyatakan
lunas dan juga perusahaan akan.memberikan sanksi-sanksi atas keterlambatan
kepada nasabah dalam - membayar angsuran berupa denda perhari apabila
melewati tempo waktu pembayaran.*®

Diktum-diktum dan klausula perjanjian yang diterapkan oleh pihak PT
FIF Syariah setelah pemberlakuan Qanun LKS No.11 tahun 2018 menjadi sebuah
tolak ukur dan preferensi tersendiri™ bagi masyarakat dalam melakukan
pembiayaan di ‘lembaga keuangam tersebut. Namun dibalik ketertarikan
masyarakat yang demikian juga dapat menimbulkan kebingungan dan juga
adanya keberatan terhadap diktum dan klausula perjanjian pembiayaannya seperti
penetapan biaya fa zir atau sanksi-sanksi atas keterlambatan pembayaran dan

biaya-biaya lainnya.

15 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun
yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, lihat lebih lanjut dalam Undang-undang No. 42
tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

6 FIFGroup Motorcycle Financing Syariah, Lampiran Surat Kuasa Pembebanan
Jaminan Fidusia, (Banda aceh: PT Federal International Finance).

17 Hasil wawancara dengan Nasrul, Karyawan PT Federal International Finance, pada
tanggal 29 juni 2021 melalui via Whatsapp.

18 Hasil wawancara dengan Aini Masreva, salah satu nasabah yang melakukan
pembiayaan pembelian motor pada PT Federal International Finance (FIFgroup), pada tanggal 29
juni 2021 melalui via Whatsapp.



Dari pembahasan yang telah terpaparkan, maka peneliti tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis diktum dan klausula perjanjian pembiayaan pada PT
FIF Syariah dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tulisan skripsi yang berjudul
“Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada PT Federal
International Finance (FIF Group) Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun Lks No.
11 Tahun 2018 Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ba’i Murabahah™

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Diktum-Diktum Perjanjian Pembiayaan Pembelian
Motor Secara Non Tunai Pada PT FIF Syariah Cabang Banda Aceh Pasca
Pemberlakuan Qanun LKS Ne. 11 Tahun 2018?

2. Bagaimana Tinjauan Akad Bai'al-Murabahah terhadap Klausula dan
Diktum Perjanjian Pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah
Cabang Banda Aceh Pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun
20187

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Diktum-Diktum Perjanjian Pembiayaan
Pembelian Motor Secara Non Tunai Pada PT FIF Syariah Cabang Banda
Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Akad Ba i Al-Murabahah Terhadap Klausula
dan Diktum-Diktum Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada PT
FIF Syariah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11
Tahun 2018

D. Penjelasan Istilah
Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam, maka
terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam

judul penelitian ini guna untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian,



sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan menimbulkan
kesalahpahaman pembaca dalam memahami makna dari penelitian berikut.
Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan ialah sebagai berikut:
1. Analisis
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan
penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu berupa karangan, perbuatan dan
lain sebagainya guna untuk mengetahui sebab-musabab pada keadaan yang
sebenarnya, dalam definisi lain mengartikan bahwasanya analisis adalah
penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu
sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat
dan pemahaman arti-keseluruhan.*®
2. Perjanjian
R Subekti memberikan definisi dari perjanjian yang dicantumkan
dalam buku karyanya Hukum Perjanjian bahwasanya perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana satu pihak berjanjikepada kepada pihak lainnya atau dua
pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.?
3. Pembiayaan
Menurut Muhammad Pembiayaan dalam arti luas berarti financing
atau pembelanjaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan secara individual
maupun dijalankan dengan orang lain. Namun dalam arti sempit pembiayaan
adalah pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga seperti Bank kepada
nasabah.?

4. Pembelian motor

19 KBBI, Pengertian Analisis, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 dari situs:
https://kbbi.web.id/analisis-atau-analisa,

20 Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke-4 (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), him. 6
21 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), him.

304.
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Pembelian berasal dari kata beli yang mempunyai arti memperoleh
sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan pengorbanan (baik itu
dengan usaha, uang dan lain sebagainya).?? Dengan makna lain pembelian
motor merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli dimana satu pihak ingin
memperoleh sebuah motor dengan cara menukarkannya dengan usaha atau
harta (uang) yang dimilikinya.

5. PT Federal International Finance (FIF Group) Syariah

PT Federal International Finance (FIF) merupakan pergantian dari PT
Mitrapusaka Artha Finance pada. 1 Mei 1989 karena Perubahan pada
komposisi pemegang saham.Perseroan pada tahun 1991 yang merupakan
entitas anak dari PT Astra International Tbk. Federal International Finance
bergerak dalam bisnis pembiayaan seperti Pembiayaan Investasi, Pembiayaan
Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease)
dan/atau kegiatan berbasis. Fee, Pembiayaan Syariah, Pembiayaan lain
berdasarkan = persetujuan = Otoritas® Jasa Keuangan. Seiring dengan
perkembangan bisnis Perseroan.

Sejak ‘tahun 1996 Federal ‘International Finance fokus pada
pembiayaan sepeda motor merek Honda. Melalui identitas baru FIF Group
yang diluncurkan pada tahun 2013, menandai transformasi bisnis Perseroan
dalam bisnis pembiayaan di Indonesia. Per akhir 2017, Perseroan memberikan
layanan pembiayaan untuk kendaraan bermotor dan pembiayaan multiguna
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.?

6. Qanun LKS NO. 11 Tahun 2018

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah

adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan

22 KBBI, Pengertian Pembelian, diakses pada tanggal 29 Mei 2021 dari situs:
https://kbbi.web.id/beli

2 ASTRA Financial, FIFGROUP-Astra Financial, diakses pada tanggal 28 Juni 2021
dari situs: https://www.astrafinancial.co.id/ind/fifgroup/
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lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomio masyarakat Aceh
yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam. Dalam ganun ini
menjelaskan bahwa setiap lembaga keuangan di aceh baik bank maupun non-
bank harus di konversi dan beroperasi dalam asas-asas Syariah.?
7. Perspektif

Menurut KBBI Perspektif mempunyai arti yaitu sudut pandang atau
pandangan. Disini mengartikan perspektif ialah bagaimana pandangan akad
murabahah terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan pada Lembaga
keuangan (PT FIF Group) CabangBanda Aceh. ®
8. Akad

Secara etimologi akad juga diartikan sebagai perikatan, perjanjian dan
pemufakatan (ittifaq). Namun dalam pengertian terminologi akad adalah
pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan gabul (pernyataan
penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada
objek perikatan itu sendiri.?
9. Ba’i Murabahah

Ba’i berasal dari kata Bahasa Arab yang merupakan lawan kata dari
al-syira’ yang berarti beli sedangkan kata Ba’i menpunyai arti jual, tetapi
sekaligus juga berarti beli. secara istilah jual beli 1alah pertukaran harta atas
dasar saling merelakan.?” Murabahah sendiri adalah akad jual beli barang
dengan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati oleh penjual dan pembeli.?®

24 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, Lembaga Keuangan Syariah, diakses pada tanggal
28 Juni 2021 diakses pada situs: http://dIhk.acehprov.go.id/

% KBBI, Pengertian Perspektif, (diakses pada tanggal 29 Mei 2021), dari situs:
https://kbbi.web.id/perspektif

% Abdul Rahman Ghazaly dkk, Figh Mualamat, cetakan ke-5 (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2021), him. 61.

27 Ibid, hlm. 67.
2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisis figih dan keuangan, him. 113.
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E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pembiayaan Murabahah sudah sangat banyak
ditemukan karena banyak peneliti sebelumnya yang telah meneliti yang berkaitan
dengan akad murabahah, baik itu dalam bentuk kasus atau pun kajian lainnya.
Untuk menghindari plagiarisme dan penelitian yang berulang-ulang, peneliti akan
mengulaskan beberapa penelitian yang relevan dan berkesinambungan dalam
lingkaran akad murabahah, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurlaili Maghfirah tentang “Mekanisme
Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia Arisan Pada Pegadaian
Syariah Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum [slam)”. Hasil penelitian ini
menguraikan dan menjelaskan bagaimana sistem penetapan harga emas dalam
penjualan produk Mulia Arisan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh, manajemen
resiko untuk menghindari dampak kenaikan harga logam mulia bagi pendapatan
Pegadaian Syariah Banda Aceh dan"bagaimana tinjauan hukum islam terhadap
mekanisme akad murabahah dalam penjualan produk Mulia arisan yang
dipraktikkan pada Pegadaian Syariah Banda Aceh. Hasil riset dari penelitian
tersebut menjelaskan bahwa penetapan harga dari PT Aneka Tambang ditambah
dengan margin keuntungan, presentase margin yang telah ditetapkan oleh PT
Aneka Tambang berdasarkan jangka waktu angsuran dan uang muka yang di
bayar oleh nasabah. Namun dalam tinjauan hukum islam, terdapat ketimpangan
dan kesenjangan antara teori dengan praktik yang diterapkan pada pegadaian
syariah Banda Aceh.?®

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Indah Manzila tentang “Analisa Proses
Reconditioning Terhadap Penyelesaian Kolektibilitas Pembiayaan Ditinjau Dari

Konsep Murabahah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

2Nurlaili Maghfirah, “Mekanisme Akad Murabahah Dalam Penjualan Produk Mulia
Arisan Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh (ditinjau menurut Hukum Islam)”. Skripsi, (Banda
Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018).
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Ulee Kareng)”. Pada penelitian ini, peneliti menguraikan bagaimana
penyelesaian pembiayaan yang dilakukan melalui proses reconditioning dengan
konsep murabahah pada Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Ulee Kareng
dilihat dari analisa kelayakan 5C yaitu (character, capital, capacity, condition
dan collateral ).*°

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah Jamani tentang
“Implementasi Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Musyarakah
Mutanagishah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh
(sebuah penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh) ”.
Pada penelitian ini, peneliti _menguraikan “tentang pengkonversian akad
murabahah kepada pihak perbankan dan terjadi apabila terdapat nasabah yang
mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran namun masih prospektif,
kemudian pihak perbankan melalui risk memutuskan apakah nasabah tersebut
dapat dilakukan  restrukturisasi. pembiayaan bermasalah dalam bentuk akad
musyarakah mutanagishah. Setelah perbankan memutuskan nasabah dengan akad
baru, maka nasabah tersebut akan mendapatkan penambahan jangka waktu
pembiayaan dan penurunan jumlah angsuran karena karena telah dikonversikan
ke dalam akad tersebut.®

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurul*Aina tentang ‘“Implementasi
Akad Wakalah Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah
Cabang Banda Aceh (studi tentang kepemilikan daan penyerahan objek pada jual
beli mobil)” membahas tentang bagaimana mekanisme dan prosedur yang

diterapkan dalam transaksi jual beli mobil pada PT Bank BNI Syariah. Dalam

%Indah Manzila, “Analisa Proses Reconditioning Terhadap Penyelesaian Kolektibilitas
Pembiayaan Ditinjau Dari Konsep Murabahah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang
Pembantu Ulee Kareng)”. Skripsi, (Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,
2018).

31 Hidayatullah Jamani, “Implementasi Konversi Akad Murabahah Kepada Akad
Musyarakah Mutanagishah Pada Pembiayaan KPR Di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh
(sebuah penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh). Skripsi, (Banda
Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).
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implementasi akad wakalah pada pembiayaan murabahah dalam transaksi jual
beli mobil pada PT BNI Syariah Cabang Banda Aceh pihak bank dan nasabah
tidak melakukan akad wakalah dan akad murabahah secara bersamaan, namun
akad wakalah dilakukan terlebih dahulu oleh bank dan nasabah untuk memberi
kuasa kepada nasabah untuk membeli mobil atas nama bank, setelah bank
memiliki mobil tersebut kemudian dilakukan akad jual beli murabahah antara
bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.2

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fakhrusi Syakirin tentang, “Analisis
Penyelesaian Nonperforming Financing (NPF) Pada Produk Murabahah
Menurut Fatwa MUI Nomer 47/DSN-MUI/11/2005 (studi kasus pada BPRS
Baiturrahman Aceh Besar)”. Substansi pada penelitian ini adalah bagaimana
penyelesaian NPF dari aspek Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/11/2005 bagi
nasabah yang menunda pembiayaan, maka telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor
47/DSN-MUI/II/2005 bagian kedua dengan menyebutkan. “apabila salah satu
pihak tidak menunaikan kewajibannya“atau jika terjadi perselisinan diantara
pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*

F. Metodologi Penelitian
Dalam penelitian karya tlmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian
yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari

penelitian yang hendak diteliti**. Metode penelitian adalah suatu langkah supaya

32 Nurul Aina, “Implementasi Akad Wakalah Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah
Di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh (Studi Penelitian Kepemilikan Dan Penyerahan Objek
Pada Jual Beli Mobil)”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry,
2017).

33 Fakhrusi Syakirin, “Analisis Penyelesaian Nonperforming Financing (NPF) Pada
Produk Murabahah Menurut Fatwa MUI Nomor 47/DSN-MUI/11/2005 (studi kasus pada BPRS
Baiturrahman Aceh Besar)”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN
Ar-Raniry ,2019).

34 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005), him. 121
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mendapatkan pemecahan dari suatu permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset
sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah
disistematiskan secara logis dari fakta-fakta empiris yang terjadi dilapangan serta
menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya.

Dalam suatu penelitian karya ilmiah ini memerlukan adanya beberapa
teori untuk membantu memilih salah satu jenis metode penelitian yang relevan
terhadap masalah yang diajukan dalam rumusan masalah. Maka dari itu, metode
penelitian menjadi aspek yang sangat penting untuk memperoleh data. Untuk
mencapai suatu tujuan dari penelitian, maka penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) yaitu bentuk penelitian
yang sumber data tersebut diperoleh dari kepustakaan.® Jenis penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan kemudian menganalisis perjanjian pembiayaan
pada PT FIF pasca pemberlakuan Qanun LKS Nomor 11 tahun 2018.
2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, perlu diketahui bahwasanya penelitian ini
dilakukan agar sesuai dengan metode dan instrument yang digunakan dalam
menghimpun data. Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah
pendekatan Teologi Normatif (syar’i), yaitu pendekatan yang digunakan
untuk mengkaji dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits berdasarkan pendapat ulama
yang terkait dengan kontrak atau akad. Pendekatan Yuridis Normatif,3®

dimana peneliti akan mengkaji isi dan diktum-diktum perjanjian tertulis dari

35 Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2001), him. 13.

% Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, ed-revisi (Bandung: Alfabeta, 2011),
him. 3.
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pihak pembiayaan setelah pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Nomor 11 Tahun 2018.%’

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti

dalam memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti memperoleh dua sumber data, yaitu data

primer dan data sekunder.

a. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang
diteliti. Karena -penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian
kepustakaan maka yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah
Qanun LKS No. 11 Tahun 2018, Kitab Undang-Undang atau Qanun
Aceh dan lembar kontrak perjanjian pembiayaan pembelian motor
yang disediakan oleh pihak PT FIF syariah cabang Banda Aceh.
b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan
seperti bacaan-bacaan literatur yang bersumber dari penelitian
kepustakaan dan dapat digunakan untuk mendukung data primer yaitu
dokumentasi dan publikasi.® Yang termasuk data sekunder dalam
penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat
memberikan dukungan serta masukan untuk memperkuat dan
menunjang penyelesaian penulisan ilmiah seperti buku-buku,
makalah, diktat, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan

diktum dan kalusula perjanjian pembiayaan.

37 Saiful Anam & Partners, Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam
penelitian ~ Hukum, di akses pada tanggal 24 Juni 2021 dari situs:
https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/

%8Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005), him. 42.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
peneliti melakukan ialah metode dokumentasi sebegai teknik dalam
memperoleh data. Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder yang
diperoleh dari sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai
bukti dan keterangan. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, skripsi, tesis, surat
kabar dan lain sebagainya.*
5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah kegiatan mempelajari data yang telah
terkumpul dan mengolahnya menjadi bahan baku dalam mengambil
kesimpulan. Kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban atas permasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini. Jawaban tersebut diperolenh melalui
pengiumpulan data dan -kemudian di analisa hingga menghasilkan
kesimpulan.
6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh
dan tersaji, peneliti akan melanjutkan kepada tahap pengolahan pada data.
Semua data yang diperoleh dari dokumen-dekumen dalam bentuk kajian
kepustakaan akan diklasifikasikan dengan mengelompokkan masing-masing
data sesuai dengan pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini agar dapat
menghasilkan sebuah kajian yang sistematis. Data yang dikelompokkan
tersebut telah dianalisis dengan metode deskriptif yaitu peneliti berusaha
menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai dengan bentuk aslinya®

sehingga dapat mudah dipahami dan memperoleh kecermatan dan ketepatan

%9S0ejono dan Abdurrahman. Metodologi Penelitian Suatu Penerapan, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999), him. 13.

40 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
Diakses tanggal 4 juni 2021 pada situs: http://Ippm.univetbandara.ac.id. hm.96.
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yang objektif dari hasil penelitian ini. Tahap selanjutnya ialah tahap
penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.** Tujuan dari analisis data ialah
untuk merangkum setiap data dalam bentuk yang mudah dipahami dan
mudah mudah untuk ditafsirkan sehingga keterkaitan antara rumusan

masalah penelitian dapat dikaji dan diuji.*?

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya tulisan yang baik yang mudah dipahami dan
dimengerti oleh pembaca, maka sistematika penulisan dan pembahasan yang
dihadirkan disini dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub
bab. Adapun sistematika pembahasan yang rinci dalam penulisan ini adalah:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, kajian Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas mengenai tinjauan
umum landasan teori, Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11 Tahun
2018, Pengertian dan Dasar Hukum Akad Ba’i Murabahah, Rukun dan Syarat
Akad dalam Figh Muamalah, Pandangan Ulama Mazhab tentang Akad Ba’i
Murabahah, Sistem Penetapan dan Perhitungan Margin pada Transaksi Ba'’i
Murabahah.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Analisis Yuridis
Normatif Mengenai Perjanjian yang Dilakukan dalam Pembiayaan Pembelian
Motor pada PT FIF Cabang Banda Aceh yang Meliputi Gambaran Umum PT
Federal International Finance (FIF), Penerapan Diktum-diktum Perjanjian

41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2010), him. 252

42 Moh Kasiram, Metodelogi Penelitian, (Malang: UIN Malang Press, 2008), him. 128
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Pembiayaan Pembelian Motor Secara Non Tunai Pasca Pemberlakuan Qanun
LKS No. 11 Tahun 2018, Dan Tinjauan Akad Ba’i AI-Murabahah terhadap
Klausula dan Diktum Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada PT FIF
Syariah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun
2018.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari
penjelasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, juga dilengkapi dengan saran-
saran yang dianggap penting dan perlu, dengan harapan perbaikan dan

kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini.



BAB DUA
KONSEP AKAD BA’l MURABAHAH DAN KONSEKUENSI PADA
IMPLEMENTASINYA

A. Pengertian Akad Ba’i Murabahah dan Dasar Hukumnya

Dalam literasi figh muamalah banyak menyediakan bermacam-macam
jual beli dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh
masyarakat sekitar dalam bertransaksi dan bermuamalah, salah satunya ialah
bentuk perjanjian akad murabahah atau lebih dikenal dengan perjanjian
pembiayaan dimana perusahaan melengkapi kebutuhan konsumen dengan jual
beli barang sesuai perjanjian-yang disepakati kedua belah pihak serta perolahan
keuntungan (margin) yang disepakati pula. Akad ini banyak digeluti oleh
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik modal untuk membangun
usaha dan modal kebutuhan lainnya yang diperlukan.

Secara etimologi kata Murabahah berasal dari bahasa arab yaitu rabiha-
yarbahu-ribhan yang artinya berlabaatauberuntung.*® Namun secara terminologi
murabahah adalah transaksi jual belibarang ditambah dengan keuntungan yang
disepakati.**

Wahbah Al- Zuhaily mendefinisitkan akad murabahah adalah menjual
barang dengan harga yang jelas meliputi pemberitahuan harga pertama, jumlah
keuntungan yang ingin diperoleh, serta transaksi pertama hendaknya sah.
Sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli. Beliau juga memberikan
contoh jual beli yaitu “seseorang berkata: aku menjual barang ini dengan harga

seratus sepuluh dirham”. Dengan begitu keuntungan yang diperoleh jelas, ini

43 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud yunus Wa
Dzurriyah,1972), him. 136

44 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 136
19
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tidak jauh berbeda dengan mengatakan “berilah aku keuntungan dengan sepuluh
dirham”.*

Sayyid Sabig memberikan arti murabahah sebagai penjualan dengan
harga pembelian barang dengan keuntungan yang diketahui.*® Sedangkan Hasbi
Ash- Shiddigy berpendapat bahwa jual beli murabahah merupakan jual beli
barang dengan keuntungan (laba) tertentu.*’

Para ahli lainnya juga berpendapat bahwa akad murabahah merupakan
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah
satu bentuk natural certainly conctracs. yaitu kontrak dalam bisnis yang
memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumiah maupun waktu dan cash
flow- nya bisa diprediksi dengan pasti karena sudah disepakati kedua pihak, dan
juga dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan
yang ingin diperoleh).*

Para ulama mazhab juga mengemukakan pendapat tentang pembiayaan
murabahah. Adapun menurut ‘ulama ‘Hanafiyah, murabahah adalah
memindahkan hak milik sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian)
ditambah dengan keuntungan tertentu. Sementara menurut ulama Syafi’yah dan
Hanabilah, murabahah adalah menjual barang sesuai dengan modal yang
dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapatkan keuntungan satu dirham untuk
setiap sepuluh dirham atau sejenisnya dengan syarat kedua belah pihak yaitu

penjual dan pembeli mengetahui modal yang dikeluarkan penjual.®

5 Wahbah Al- Zuhaily, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet
ke-1, him.358

46 Sayyid Sabiqg, Figh Sunnah, (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki), jilid XI,
(Bandung: Pustaka, 1998), him. 83

47 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Hukum-hukum Figh Islam (Tinjauan
Antar Mazhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), him.353

48 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih Dan Keuangan, ...hlm. 113
49\Wahbah Al- Zuhaily, Figh Islam Wa Adillatuhu,... him.357
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Dalam figh muamalah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
bagaimana penetapan harga pada pasar. Para ulama fikih menyatakan bahawa
fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan Al- Sir, bukan Tsaman.
Ulama fikih membagikan al- Sir dalam dua bagian yaitu:

Harga yang berlaku secara islami tanpa campur tangan dan ulah para
pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai
dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.
pemerintah tidak diperbolehkan untuk ikut campur (dalam harga secara alami ini).
Harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal
dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan
harga ini disebut dengan al-ta ‘sir al-jabari.

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan cara
memaksa penjual menerima harga yang mereka hargai, maka tindakan ini tidak
dibenarkan. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi
masyarakat maka diperbolehkan. Dalam*fenomena lain, jika pedagang menahan
suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli
membelikannya dalam harga dua kali lipat'dari harga pertama. Dalam kasus ini
para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah
dan wajib dilakukan agar pedagang menjual harga'yang sesuai dengan

Dari beberapa penjelasan definisi yang terurai diatas, dapat diartikan
bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dimana pihak penjual membeli
barang yang dibutuhkan oleh konsumen dengan harga dan modal pertama
kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan harga kedua serta perolehan
keuntungan yang disepakati kedua belah pihak, pihal pembeli juga berhak
mengetahui transparansi harga dan modal yang dikeluarkan oleh penjual pada
pembelian pertama dan hal tersebut menjadi syarat sahnya perolehan keuntungan
bagi penjual.

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam

tranksaksi jual beli (muamalah) yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini
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guna memenuhi kebutuhannya yang dibenarkan dan implementasi yang sah
dalam berinteraksi bisnis. Bentuk muamalah ini dilakukan dengan berlandaskan
pada Al- Qur’an dan Hadits Nabi SAW yang menjadi sumber keabsahan dan
sumber hukum transaksi jual beli, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-

Bagarah ayat 275 sebagai berikut:
B b 5 o plarin s sl gk ) Gpssts ¥ v 5
B 486 5 o een 5T 508 T e 2 B0 95 T e 120 G s
(YVo t3al) 03UE G b 5 el AU sk pas i J) ol Sl u
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang sedang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-
Bagarah: 275).

Dari penggalan ayat Al-Qur’an tersebut dapat dijadikan sebagai sumber
hukum tentang jual beli yang .dihalalkan eksistensinya dan diperbolehkan
impelemntasinya sebagaimana juga-diterangkan bahwa jual beli berbeda dengan
riba yang diharamkan oleh Allah SWT akan pelaksanannya, jual beli memberikan
keuntungan untuk kedua belah pihak sedangkan riba hanya menguntungkan satu
pihak dan sangat merugikan pihak lainnya, Dalam firman Allah SWT lainnya juga
diterangkan mengenai hasil jual beli dalam surah Al-Bagarah ayat 198 yang
berbunyi:

(VaA 152,385 3 e 1588 81 20t K6

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari
tuhanmu.”®® (Q.S. Al-Bagarah: 198)

50 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Jakarta:
kencana, 2010) ed. Ke-1, him.69
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Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya bukanlah sebuah dosa apabila kita
mencari rezeki Allah yang halal dengan cara berdagang, menawarkan jasa dan
menyewakan barang. Dengan kata lain perdagangan menjadi sebuah kegiatan
muamalah antar manusia dan tidak dilarang oleh agama apabila tidak

menimbulkan unsur kebathilan didalamnya.

Jual beli juga tidak terlepas dengan ikatan perjanjian antara dua pihak
yang bertransaksi, karena hal ini merupakan salah satu syarat sahnya suatu jual
beli, hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 1 yang

berbunyi sebagai berikut:

PESCRTGERNERTIN RN 0 S AR VR
() sul) B4 LR b 35T aal)

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu. sedang berthram (haji atau umrah)
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”
(Q.S. Al-Maidah: 1)

Akad Murabahah merupakan salah. satu akad-dengan sistem hutang
piutang seperti yang telah diterangkan dalam uraian diatas yaitu salah satunya
ialah dengan sistem non tunai atau pelunasan secara berangsur (hutang). Untuk
menjaga perkara hutang dengan cara menulisnya-agar dapat melindungi hak dari
masing-masing pihak, Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Bagarah ayat 282

dengan penggalan sebagai berikut:

e 220 5 e z 2 PR P 80 ooz =8 ! @ 7
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Bagarah:

282).
Terlepas dari sumber hukum Al-Qur’an yang menunjukkan dalil-dalil

akan keabsahan jual beli dalam bentuk akad murabahah, tentunya Hadits Nabi
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SAW juga menunjukkan beberapa dalil yang rinci antara lain yang diriwayatkan

oleh Ibnu Majah yaitu:

K}J\U@AUW%”%}“\&M\J Jbem\uﬁwdéLﬁu&

(e o o) ¥ oy 5 Doy iy gsf ) a2
“Dari shalih bin shuhayb ar-rumi r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda. “tiga hal

yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli bertempo, ber-giradh

(memberikan modal dengan hasil dibagi dua)®!, dan mencampur gandum dengan

sya’ir untuk makanan dirumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).%2

Dalam Hadits lain, Rasulullah Saw juga menegaskan bahwasanya segala
jenis jual beli harus dilakukan. atas suka.rela-tanpa mengandung unsur paksaan

didalamnya, seperti bunyi hadits berikut:

°

ﬁJc’CMJ G\ ,ijwwdumdyjfsjy@swd\f

(arls n 0g)’
“Dari Abu Sa’id al- Qudri, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya
jual beli adalah berdasarkan asas ridha(Kerelaan hati).” (HR. Ibnu Majah).*

Dari dua riwayat hadits diatas, dapat dipahami bahwasanya jual beli dapat
dilakukan apabila kedua belah pihak melakukan kesepakatan bersama dan suka
rela, dan tidak adanya unsur keterpaksaan dalam bertransaksi sehingga Allah Swt
meridhai.

Akad Murabahah merupakan salah satu bagian dari jual beli yang telah
dihalalkan kegiatannya dengan merujuk kepada Nash yang telah disebutkan yaitu
penjualan suatu komoditas oleh pihak penjual kepada pihak pembeli melalui

pemesanan dengan membayar secara tunai maupun secara cicilan atau angsuran.

IDalam sanad hadits ini terdapat Nashr bin Qashim dari Abdurrahman bin Dawud, yang
keduanya berstatus majhul (tidak diketahui). Ibnu Hazm berkata, “setiap bab figh bersumber pada
Al-Qur’an dan sunnah kecuali perkara Qiradh yang tidak dijumpai hukum pada keduanya, namun
ia telah disepakati oleh para ulama dengan hukum Shahih dan sah.

52 |bnu Hajar al- Asgalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, (Jakarta: Gema
Insani, 2013), cet.1, him. 388.

53 |bid.
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B. Rukun dan Syarat Akad Ba’i Murabahah dalam Figh Muamalah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam melakukan sebuah kegiatan
salah satunya adalah dalam transaksi jual beli, rukun yang wajib ada dalam jual
beli ialah dua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, apabila eksistensi kedua
pihak tidak ada maka transaksi jual beli tersebut juga tidak ada. Demikian juga
dengan syarat, setiap rukun terdapat syarat-syarat tertentu supaya kegiatan
muamalah yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut sah dan dibenarkan oleh
syara’.

Akad Murabahah merupakan salah satu bagian dari transaksi jual beli
dalam bentuk pembiayaan. Tentunya akad ini juga mempunyai rukun dan syarat
yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan.nantinya jelas dan sah. Ulama
hanafiyah dan jumhur ulama memberikan pendapat yang berbeda akan rukun,
ulama Hanafiyah mendefiniskan rukun sebagai apa yang keberadaannya
tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Dengan
denifisi tersebut maka yang menjadifrukun akad dikalangan ulama Hanafiyah
hanyalah sighat agad yaitu ijab dan kabul** karena hakikat dari akad yang sangat
penting adalah ikatan antara ijab dan kabul yaitu kerelaan dan keridhaan antara
pihak penjual dengan pihak pembeli. Sementara aqid dan ma 'qud alaihi menurut
golongan ini termasuk ke dalam bagian syarat-syarat akad.>®

Mayoritas jumhur ulama memberikan pendapat bahwasanya rukun akad
ialah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari
hakikat sesuatu.®® Dari pendapat tersebut dapat didefinisikan bahwanya rukun
akad terbagi kepada tiga yaitu:

54 |jab adalah ungkapan membeli yang diucapkan oleh pembeli untuk memperoleh
kebutuhannya seperti ungkapan “saya terima barang ini dari anda dengan membayar sekian”.
sedangkan kabul adalah ungkapan menjual yang diucapkan oleh penjual untuk menjajakan
dagangannya seperti ungkapan “saya jual barang kepada anda dengan harga sekian”

55 Wahbah Zuhaili, Figih Islam, ....hIm.104

% bid.



26

1. ‘Agidain (dua orang yang berakad) merupakan pihak yang saling
mengikat diri dengan orang lain dalam kegiatan transaksi.

2. Ma’qud alaih (objek akad), objek atau benda-benda yang di akadkan oleh
pihak yang berakad.

3. Sighat agad (ijab dan kabul), ijab adalah permulaan penjelasan yang
keluar dari salah seorang pihak yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul adalah ialah

perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula setelah adanya ijab.%

Syarat akad adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu
dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu, seperti misal berwudhu untuk
melaksanakan shalat adalah syarat sah shalat, tidak sah shalat jika tidak berwudhu
akan tetapi wudhu itu bukan bagian dari shalat.>®

Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad atau’pelaku akad), disyaratkan mempunyai
kemampuan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah)®® untuk melakukan
akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

2. Ma’qud alaihi (objek akad), disyaratkan oleh syara’ yaitu sebagai berikut:

a) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah
melakukan akad terhadap sesuatu-yang tidak ada. Seperti menjual
ikan dilaut atau buah di pohon, namun para fugaha mengecualikan

ketentuan ini untuk jual beli salam, ijarah dan istishna, meskipun

57 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, Sapiudin shidig, Figh Muamalat,...hlm.52

%8Rozalinda, Figh Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan
syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), ed. 1, him. 47

9Aliyah adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban
syara’berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya. Wilayah merupakan
kekuasaan secara syar’l yang memungkinkan pemiliknya melakukan hukum yang menimbulkan
akibat hukum. (baca lebih lanjut dalam kitab Ushul al-Tasyri” al-1slami, karangan Ali
Hasabalah, him.394-395.
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barangnya belum ada ketika akad, akad tersebut sah karena
dibutuhkan manusia.

b) Objek akad yang tidak dilarang oleh agama baik unsur dan zat-
nya.

c) Objek akad yang dapat diserah terimakan ketika akad berlangsung.
Apabila barang tersebut tidak ada maka akadnya batal

d) Objek yang di akadkan diketahui oleh semua pihak yang
melakukan akad, yaitu dengan cara menunjukkan barang atau
menjelaskan karakteristik barang. Para fugaha berpendapat bahwa
hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan akibat kecacatan
barang antara pihak-pihak yang berakad.

e) Barang yang bermanfaat.

3. Sighat akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang
melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin, sighat akad
terbagi dua yaitu ijab dan_ kabul.  ljab adalah pernyataan yang
menunjukkan kerelaan yang terjadi lebin awal dari salah seorang yang
berakad. Perkataan pertama dalam jual beli dinamakan dengan ijab, baik
berasal dari penjual maupun pembeli, bila perkataan pertama dikeluarkan
oleh penjual dengan perkataan “saya jual™ atau perkataan yang disebut
oleh pembeli dengan perkataan “saya jual” makanya keduanya disebut
dengan ijab. Sementara kabul adalah sesuatu yang disebutkan oleh pihak
kedua dengan menunjukan kesepakatan dan kerelaan terhadap perkataan
pihak pertama.

ljab dan kabul disyaratkan sebagai berikut:

a) Jelas menunjukkan maksud dan kehendak orang yang melakukan
akad.

b) Bersesuaian antara ijab dan kabul.

c) Bersambungan antara ijab dan kabul, sighat akad terjadi pada

suatu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan
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atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir

dengan adanya ijab.

C. Pendapat Ulama Mazhab tentang Transparansi Margin dan Harga Pada
Ba’i Murabahah

Transaksi jual beli dengan akad murabahah adalah jual beli dengan
perolehan keuntungan dari harga jual yang disepakati kedua pihak. Karena harga
jual dalam jual beli produk mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi pertama adalah
saranan untuk memenangkan persaingan pasar dan fungsi harga kedua adalah
merupakan sumber keuntungan bagi perusahaan.®°

Dalam jual beli konvensional, harga diartikan -dengan bunga dan biaya-
biaya tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan berbeda dengan jual beli secara
syariah terutama bagi perbankan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu bagi
hasil.5

Keterbukaan terhadap harga dan perolehan keuntungan oleh pihak penjual
dalam transaksi murabahah ini merupakan salah satu persyaratan akad ini dalam
kegiatan muamalah agar sah sesuai syara’.Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan
bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam bertransaksi secara
murabahah yaitu pihak pembeli berhak untuk ‘mengetahui harga pembelian
pertama pada produk serta pihak penjual wajib memberikan transparansi
perolehan keuntungan yang diambil dalam transaksi yang dilakukan kepada pihak

pembeli.®?

80 Harga adalah sesuatu yang bernilai yang harus direlakan oleh pembeli untuk
memperoleh barang atau jasa, didunia perbankan harga meliputi biaya-biaya transaksi, suku
bungan dan saldo minimum atau kompensasi, baca lebih lanjut dalam buku karangan Setyo
Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank, ”( cetakan pertama, 2004), him.57-58)

61Kasmir, manajemen perbankan, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), cetakan ke- 4,
2003, him. 198

62 Wahbah Zuhaili, Figih Islam.....hIm. 359
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Hal tersebut dilakukan supaya transaksi murabahah menjadi sah dan
terhindar dari kegiatan penipuan dan perselisihan yang terjadi antar pelaku jual
beli karena jual beli dengan akad murabahah merupakan jual beli yang berpijak
kepada kejujuran penjual dalam pengakuan harga pertama sehingga transaksi jual
beli kedua secara eksplisit terbebas dari penipuan. Namun jika penjual tidak
menerangkannya maka menurut kesepakatan ulama Hanafiyah pihak pembeli
boleh mengambil barang tersebut atau mengembalikannya namun harga barang
tersebut harus dikurangi sesuai dengan besarnya penipuan dan harus membayar
sesuai dengan harga aslinya.®®

Abu Yusuf berpendapat bahwa pembeli tidak memiliki hak memilih untuk
tetap melanjutkan transaksi atau tidak apabila tidak adanya transparansi harga dan
perolehan keuntungan didalamnya. Beliau mengatakan apabila terjadi penipuan
tersebut maka dilakukan pengurangan harga terhadap barang sesuai dengan
besarnya penipuan yang dilakukan. Misal dalam suatu kasus yang terjadi dimana
besar penipuannya satu dirham maka keuntungannyaadalah sepersepuluh dirham.
Hal itu karena harga pertama merupakan patokan dalam jual beli murabahah
sehingga jika terbukti terjadi ‘penipuan "maka penyebutan jumlah yang
dimanipulasi tidak sah, sehingga penyebutan tersebut dianulir dan transaksi
disempurnakan dengan harga yang tersisa (harga asli).®*

Majlis ulama fikih dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan
keputusan akan ketetapan dan keterbatasan keuntungan bagi pedagang dalam
bermuamalah. Para ulama fikih membuat ketetapan berdasarkan dalil-dalil
sebagai berikut:

1) Hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah syariat adalam membiarkan
ummat bebas dalam jual beli dan mengoperasikan hartanya dalam bingkai

syariat islam, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa:

83 1bid.
& 1bid.



2)
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29 yang menjelaskan akan larangan melakukan kebathilan dan
menimbulkan kemudharatan kepada sesama umat manusia.

Tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan iyang mengikat para
pedagang dalam berbagai transaksi jual beli mereka, hal ini tidak di atur
lebih dalam dan dibiarkan karena kesesuaian dalam kondisi dunia usaha
secara umum, kondisi pedagang dan kondisi komoditi objek dagang
namun tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam islam.
Kewajiban menghindari segala hal-hal yang diharamkan dan unsur-unsur
haram dalam kegiatan bermuamalah, kewajiaban ini telah diatur dalam
Al-Qur’an dan Hadits seperti tidak melakukan penipuan, kecurangan dan
lain-lain.

Pemerintah tidak boleh mencampuri tangan dalam menentukan standar
harga dalam transaksi jual beli kecuali pemerintah mendapati kejanggalan
dan permainan dalam pasar. Hal ini pemerintah dibenarkan untuk

mengatur harga guna untuk mepjaga kestabilan pasar.%®

D. Sistem Penetapan dan Perhitungan™ Margin Pada Transaksi Ba’i

Murabahah

Lembaga keuangan Syariah baik-bank maupun Non-bank menerapkan

margin keuntungan terhadap - produk-produk pembiayaan berbasis Natural
Certainly Contracts (NCC) vaitu akad bisnis yang memberikan kepastian
pembayaran pada pembiayaan yang dilakukan, baik dari segi jumlah (Amount)
maupun dari segi waktu (Timing), seperti pembiayaan yang dilakukan pada akad

murabahah dan akad- akad lainnya.®

Margin keuntungan ialah persentase keuntungan yang di peroleh oleh

perusahaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam memberikan

him. 82

8 Abdullah Almushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Hag 2004),

8 Adiwarman A karim, Bank Islam,....hlm. 279
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pelayanan pembiayaan kepada masyarakat. Perhitungan margin keuntungan yaitu
suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia usaha untuk menunjukkan suatu
yang wajib ditempatkan oleh pemegang posisi dalam perdagangan atau guna
dalam melindungi lembaga keuangan syariah. Margin merupakan selisih antara
harga beli dan harga jual, yang merupakan hitungan keuntungan kotor dalam
transaksi jual beli barang, margin tidak dapat disamakan dengan bunga
dikarenakan margin harus sudah ditetapkan pada awal kesepakatan perjanjian
para pihak dan tidak dapat diubah ditengah jalannya transaksi.’” Penetapan
margin ini ditetapkan secara teknis per tahun perolehan margin keuntungan
harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin
secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Penetapan margin pada akad murabahah memiliki beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi lembaga keuangan baik Bank maupun non-bank yang

menyediakan jasa pembiayaan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Komposisi Pendanaan
Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar dari dana
giro dan tabungan yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada
deposan, maka penentuan keuntungan atau margin akan lebih kompetitif.
2. Tingkat Persaingan
Tingkat kompetisi persaingan menjadi tolak ukur bagi lembaga
keuangan akan perolehan keuntungan, jika tingkat persaingan ketat maka
tingkat perolehan keuntungan menjadi rendah dan begitu juga sebaliknya
jika persaingannya longgar maka lembaga keuangan tersebut dapat
mengambil keuntungan yang tinggi.

3. Resiko Pembiayaan

67 Ahmad Ghozali. Saham Syariah, Retrieved from Web Site Republika Tentang Pasar
Modal, diakses pada tanggal 29 Juni 2022: www. webmaster. Com
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Resiko pembiayaan tergantung pada tingkat pembiayaan yang
disediakan, jika resikonya tinggi maka keuntungan yang diperoleh juga
tinggi.

4. Jenis Nasabah

Jenis nasabah terbagi menjadi dua yaitu nasabah prima dan
nasabah biasa. Nasabah prima adalah nasabah yang memberikan jaminan
yang besar dan jaminan yang pasti sehingga lembaga keuangan cukup
memperoleh keuntungan yang kecil sedangkan nasabah merupakan
sebaliknya di ambil keuntungan-yang lebih tinggi.

5. Kondisi perekonimian

Yang dimaksud dengan kondisi perekonomian pada siklusnya
meliputi kondisi revival, boom/peak-puncak, resesi dan depresi. Apabila
kondisi- ekonomi berada pada dua kondisi pertama maka pihak lembaga
keuangan dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang
lebih longgar dan jika kondisinya berapada pada dua posisi lainnya bank
tidak akan merugi dan keuntungan sangat tipis.

6. Tingkat Keuntungan Yang ‘Diharapkan

Secara kondisional, hal ini terkait dengan masalah perekonomian dan

resiko pada ' pembiayaan, namun apapun kondisi debitur dalam

operasionalnya, bank telah  ‘menetapkan besar keuntungan yang

dianggarkan. Anggaran inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan

penentuan besar kecilnya margin bagi bank.®®

Dalam menetapkan margin atau persentase keuntungan yang ingin
diperoleh, tentunya pihak perusahaan mengambil referensi penetapan margin

yang ditetapkan dalam rapat tim Asset Liability Committee (ALCO) Bank

%8 Binti Nur Asiah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia,
2005), HIm. 157
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Syariah.%® Adiwarman A. Karim memaparkan beberapara referensi yang yang

tentu saja dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1.

2.

Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan
syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah
yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebegai kelompok kompetitor
langsung atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang
ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)

ICMR adalah- tingkat suku. bunga rata-rata perbankan
konvensional yang. dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok
kompetitor todak langsung atau tingkat rata-rata suku bunga bank
konvemsional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai
kompetitor tidak langsung terdekat.

Expected Competitive Return.fer.Investors (ECRI)

ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat
diberikan kepada pihak danaketiga
Acquiring Cost

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank langsung

terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.”

89 Asset Liability Committee (ALCO) adalah komite yang menbantu Direksi dalam

mengelola Asset dan liability secara terpadu, serta dalam membantu menentukan lending dan
funding rate yang ideal untuk mendukung kegiatan operasional.

0 Adiwarman A Karim, Bank Islam,....hlm. 279
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5. Overhead cost
Yang dimaksud dengan overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan
oleh bank yang tidak langsung terkait upaya yang memperoleh dana pihak

ketiga.
DCMR
Acquiring cost Referensi
ICMR * = margin
Overhead cost keuntungan
ECRI

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan
penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan dari harga beli atau harga

pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan.

Referensi margin keuntungan + harga beli/pokok = harga jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli’harga pokok dan
angsuran margin keuntungan. Pengakuan-angsuran dapat dihitung dengan
menggunakan empat metode sebagai berikut:

1. Metode Margin Keuntungan Menurun

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin yang semakin

menurun sesuai dengan harga pokok ssebagai akibat adanya

cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin
keuntungan) yang dibayar nasabah setiap buan semakin menurun.

Contoh:

a. Nasabah dengan plafon, PLFN = Rp. 100,000,000.00

b. Jangka waktu pembiayaan 1 tahun

c. Tingkat marjin keuntungan setahun, MRJ = 16%

1 1bid. him.281
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Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut:
e Angsuran harga pokok perbulan, APPB = (PLFN/12) =
8,333,333.33
e Pencairan 05-03-2000 sejumlah Rp. 100,000,000.00

Table 2.1: Margin Keuntungan Menurun (Sliding)

No Tanggal Pokok Margin Keuntungan

1 | 05/04/2000 APPB | ((PLFN-(No-1)*APPB))*MRJ/12

2 | 05/05/2000 APPB | ((PLEN-(No-1)*APPB))*MRJ/12

3 | 05/06/2000+" | APPB | | ((PLFN-(No-1)*APPB))*MRJ/12

4 | 05/04/2001 APPB ((PLEN-(No-1)*APPB))*MRJ/12

Sumber: Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan
Jadi untuk menghitung angsuran ke 2 maka:
APPB = pokok = 8,333,333.33

(PLFN —" (No -1)*APPB))*MRJ/12) = Marjin Keuntungan =
((100,000,000- ((21)*8,333,333.33))*0.16)/12 = Rp. 1,222,222.22

Angsuran ke (2)
Angsuran Harga Pokok = Rp. 8,333,333.33

Angsuran Margin Keuntungan = Rp. 1,222,222.22
Rp. 9,555,555.55

Margin Keuntungan Rata-Rata
Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang
perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran dibayar nasabah tetap

setiap bulan.



Contoh:
* Nasabah dengan plafond, PLFN = Rp. 100,000,000.00
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* Jangka waaktu pembiayaan dalam bulan JWK =12 atau 1 tahun

* Tingkat margin keuntungan setahun, MRJ = 16%

Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut:
* Pencairan 05-03-2000 sejumlah Rp. 100,000,000.00
* APPB = PFLN/12 (1Tahun= 42 bulan)
* Marjin Keuntungan = (@WK + 1) /- (2*JWK))*PLFN*(MRJ/12) APPB

Tabel 2.2 Margin Keuntungan Rata-rata

No Tanggal Pokok Margin Keuntungan

1 | 05/04/2000 | APPB | ((JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(MRJ/12)
2 | 05/05/2000 | APPB | (JWK+1)/(2*IWK))*PLFN*(MRJ/12)
3 | 05/06/2000 | APPB | ((IWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(MRJ/12)
12 | 05/04/2001 = | APPB | (IWK+1)(2*IWK))*PLFN*(MRJ/12)

Sumber: Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan

Maka rumusnya adalah:

Tabel 2.3 Rumus Perhitungan Margin Keuntungan Rata-Rata

Angsuran (i) = Harga Pokok (i) + Margin Keuntungan (i), untuk i =1 s/d

JWK

Angsuran Harga Pokok (i) = APPB= 100.000.000/12 = Rp. 8.333.333,33
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Ansuran margin  ((JWK+1) / (2* JWK)) * PLFN * = Rp. 720.000,00
keuntungan (MRJ/12) ((12+1) [/ (2*12)*
100.000.000*(0.16/12)

Total = Rp. 9.095.333,33

3. Margin keuntungan Flat
Margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap
nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode
lainnya walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya
angsuran harga pokok.
Contoh:

Nasabah dengan plafond, PFLLN = Rp. 100.000.000.00

Jangka waktu pembiayaan-dalam bulan JWK = 12 bulan atau 1 tahun

*

*

*

Tingkat margin keuntungan setahun, MRJ = 16%

*

K = Angsuran ke 1, 2. 3;... dan seterusnya.
Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut

* Pencairan 05-03-2000 sejumliah Rp. 100.000.000.00
*  APPB (k) = Margin Keuntungan (k) = (PLFN/JWK) * (MRJ/12)

Maka angsuran ke 5 adalah

Tabel 2.4 Angsuran Margin Keuntungan Flat
Angsuran Harga Pokok = (100.000.000/12) = Rp. 8.333.333,33

Angsuran Margin Keuntungan (5) = (100.000.000/12)*(0.16/12)

= Rp. 444.444,44
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Total =Rp. 8.777.777,77

Sumber: Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan

4. Margin Keuntungan Annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh
dari perhitungan annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara
pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan
margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola
angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan
yang semakin menurun.

Nasabah dengan Plafond, PLFN = Rp. 100.000.000,00

Jangka waktu pembiayaan dalam bulan JWK = 12, atau 1 tahun

*

*

*

Margin keuntungan setahun, MRJ = 16%

*

K= Angsuran ke 1, 2, 3,.. ,... dan seterusnya

Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai berikut:

*  Pencairan’05-03-2000 sejumliah Rp. 100.000.000,00

Tabel 2.5 Rumus Angsuran Margin Keuntungan Annuitas

No Tanggal Pokok Margin Keuntungan
1 05-04-2000 APPB (No) APPB (No)
2 05-05-2000 APPB (2) APPB (2)
3 05-06-2000 APPB (3) APPB (3)
12 05-04-2001 APPB (12) APPB (12)

Sumber: Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan

Dimana angsuran (k) =

APPB (k) = Harga Pokok (k) =
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(1+(%))(k—1)

( 1+ (@)) GWK) — 1

— X PLEND x (@)
12

12

AMPB (k) = Margin Keuntungan (k) =

<1 + (%)) JWK) — 1
<1+ (%))(k—l)

Misalnya, kita ingin mengetahui ketiga

= X Harga Pokok (k)

Angsuran Harga Pokok (3)

( (1+ 0.0133) @3 =1

(1 + 0.0133) (12) — 1) = X100.000.000 X0.0133 = Rp.7.948.478,09)

Harga pokok + margin keuntungan

\

Angsuran Margin Keuntungan

((1 +0.0133)(12) — 1

1+ 0.0133)@ = 1) ) = X7.948.478,09 = Rp. 1.122.447,72

Total angsuran ke 3 = Rp. 9.070.925,81

Dari referensi metode perhitungan margin tersebut tentunya terdapat
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penetapan keuntungan.
Margin keuntungan= f (plafond) hanya bisa dihitung apabila komponen-

komponen dibawah ini tersedia yaitu:

1. Jenis perhitungan margin keuntungan
2. Plafond pembiayaan sesuai jenis

3. Jangka waktu pembiayaan
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4. Tingkat margin keuntungan pembiayaan
5. Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok maupun margin
keuntungan).”?

72 1bid, hlm. 282



BAB TIGA
QANUN LKS DAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN MOTOR PADA PT FIF SYARIAH
CABANG BANDA ACEH

A. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018
Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

merupakan sebuah hasil perjuangan masyarakat Aceh untuk menformalkan
kegiatan ekonomi keuangan dan perbankan berdasarkan ketentuan syara’.
Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini telah.lama dinantikan oleh masyarakat
Aceh untuk membebaskan praktik keuangan dalam perbankan yang memiliki
unsur riba dan gharar sehingga dengan adanya ketentuan ini menjadi pressure
bagi masyarakat untuk memperkuat keinginan menggunakan lembaga
keuangan syariah sebagal satu. satunya opsi bagi masyarakat dan bukan
menjadi lembaga alternatif.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan mengatur
tentang seluruh lembaga keuangan di Aceh harus menggunakan sistem syariah
single system dalam operasional lembaga keuangan baik bank maupun non
bank, baik lembaga keuangan formal maupun lembaga non formal termasuk
lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan keuangan dan pembiayaan
kepada masyarakat Aceh baik dalam bentuk transaksi komersil maupun non
komersil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal Qanun LKS berikut ini:

1. Pasal 2 menerangkan bahwa pelaku atau pihak yang melakukan bisnis
keuangan baik bank maupun non bank harus melaksanakan Qanun ini
secara konsisten dan penuh komitmen untuk melayani masyarakat
Aceh dalam bidang keuangan sesuai dengan diktum-diktum Qanun

lembaga keuangan syariah ini.
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2. Pasal 3 yang menjelaskan kewajiban lembaga keuangan yang
beroperasi di Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan
berasaskan: Keadilan, Amanah, Persaudaraan, Keuntungan,
Tranparansi, Kemandirian, Kerjasama, Kemudahan, Keterbukaan,
Keberlanjutan dan Universal.

3. Pasal 6 pada Qanun Lembaga Keuangan Syariah dengan jelas
menyatakan  bahwa penyelenggara serta regulator dalam
pelaksanaanya adalah perbankan syariah. Qanun ini tidak hanya
diberlakukan kepada masyarakat-Aceh baik yang beragama muslim
maupun non muslim akan tetapi berlaku untuk seluruh badan usaha
atau hukum yang beroperasi di Provinsi Aceh. Dalam bunyinya
menyebutkan bahwa setiap ' orang yang beragama Islam yang
bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan
transaksi keuangan di Aceh. Setiap orang yang beragama bukan Islam
melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini,
Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan atau badan
hukum yang melakukan transaksi-keuangan dengan pemerintah Aceh
dan pemerintah Kabupaten/Kota, LKS yang menjalankan usaha di
Aceh, dan LKS yang.di luar Aceh dan berkantor pusat di Aceh.

Selanjutnya secara spesifik pada bagian ketujuh tentang Lembaga
Pembiayaan Syariah, dalam Qanun LKS ini ditetapkan tentang perusahaan
pembiayaan syariah yang ditetapkan pada Pasal 29 yang berbunyi sebagai
berikut:

(1) Perusahaan pembiayaan syariah merupakan badan usaha yang

khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang,

pembiayaan konsumen dan atau/ syariah card yang sesuai dengan
prinsip Syariah,
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(2) Setiap perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkan dana untuk kegiatan
pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah,

Kedua ayat di atas secara yuridis formal menetapkan bahwa setiap
lembaga pembaiayaan syariah yang beroperasi di Aceh harus mampu
menerapkan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif dalam seluruh
aktivitas usahanya. Diktum dari pasal 29 ini mengikat seluruh institusi baik
berkantor pusat di aceh maupun unit usahanya saja yang berada di aceh.

Badan keuangan atau lembaga keuangan non bank dalam Pasal 29
Ayat (2) Tentang Lembaga Pembiayaan Syariah menjelaskan bahwa yang
melakukan kegiatan.usaha yang telah disebutkan sebelumnya wajib
menyalurkan dana untuk kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Selanjutnya pada ayat akhir pasal ini:menjelaskan bahwa setiap perusahaan
pembiayaan yang melakukan penjualan produk dan jasa diharuskan untuk
memberikan kebebasan kepada konsumen‘untuk memilih cara-cara transaksi
pembayaran baik itu tunai maupun dengan cicilan. Setiap lembaga non bank
syariah juga ditekankan supaya tidak merekayasa transaksi dengan maksud
menghindari praktik riba, hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Ayat (4) Tentang
Lembaga Keuangan Syariah Lainnya.

PT Federal International Finance sebagai lembaga komersil yang
bergerak di sektor keuangan non bank, dalam operasionalnya harus
sepenuhnya tunduk terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS ini
karena dalam operasionalnya PT Federal International Finance ini
memberikan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan
fasilitas kendaraan bermotor di bawah brand AHM yang memproduksi
berbagai jenis dan varian kendaraan roda dua.

Pihak manajemen PT FIF Syariah harus menyelaraskan sistem
pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah debiturnya dengan ketentuan
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yang dimuat dalam pasal 29 Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini.
Berdasarkan ketentuan yuridis formal ini maka pihak manajeman PT FIF
harus melakukan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan untuk
menyelaraskan sistem operasionalnya sesuai dengan Qanun Lembaga
Keaungan Syariah pada pasal 29 ini.

Secara substantif pihak manajemen PT FIF harus mampu memberikan
pelayanan optimal kepada nasabah konsumen nya berdasarkan nilai-nilai syari
yang menjadi dasar pemberlakuan Qanun Lembaga Keaungan Syariah
sehingga hal tersebut memberi.pengaruh signifikan terhadap manajemen
pembiayaan bagi PT FIF. .Nilai-nilai syari harus mampu dijabarkan secara
verbal dalam seluruh ‘sistem operasionalnya: termasuk dalam kontrak
pembiayaan yang memuuat klausula-klausula eksenorasi yang mengikat pihak
nasabah yang mengambil pembiayaan pada perusahaan ini.

Secara kontraktual, asas-asas syariat yang dimuat dalam diktum
perjanjian harus memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan riil para
pihak misalnya dalam pencantuman model akad yang digunakan oleh pihak
manajemen PT FIF untuk pembiayaan, nasabah debitur yang umumnya
menggunakan akad" murabahah,-maka ‘pencantuman akad harus mampu
direaliasasikan dalam pembiayaannya sehingga kontrak yang dibuat tersebut
bukan merupakan kontak fiktif yang hanya menjadi dokumentasi saja,
sedangkan dalam realisasinya masih menggunakan sistem riba yang
manipulatif dan mengandung unsur gharar.

Demikian pula pada realisasi penyaluran pembiayaan maka harus jelas
dana yang ditalangi dan nilai keuntungan yang ditetapkan dengan
menggunakan akad murabahah, maka pihak manajemen PT FIF harus mampu
menegaskan pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada nasabah dengan

tingkat keuntungan yang dijelaskan secara transparan sehingga tidak
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menimbulkan spekulasi yang menyebabkan tranksasi murabahah tersebut
berada dalam tataran hukum fasid.

Dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam
Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini, maka PT FIF Syariah dapat beroperasi
secara optimal dalam melayani kebutuhan nasabah debitur nya terutama pada
pemenuhan objek kendaraan bermotor dan juga merupakan objek pembiayaan
murabahah yang dibuat secara formal dalam bentuk akte otentik yang
mengikat para pihak. Sehinga dengan legalitas secara yuridis dan normatif
maka pembiayaan yang diberikan PT EIF Syariah ini akan menimbulkan
dampak positif baik terhadap perusahaan maupun terhadap nasabah yang telah

memperoleh pembiayaan-dari perusahaan ini.

B. Gambaran Umum PT Federal International Finance Syariah

PT Federal International Finance (FIFGROUP) didirikan Tahun 1989
oleh Astra yang menyediakan fasilitasypembiayaan konvensional dan syariah
bagi konsumen yang ingin melakukan pembiayaan baik pembiayan konsumtif
maupun produktif. Sebagail sebuah perseroan benefit, PT FIF memberikan
banyak pilihan produk kepada nasabahyang ingin mengambil pembiayaan.

PT Federal International Finance mulai memfokuskan diri pada
pembiayaan sepeda motor merek Honda di bidang pembiayaan konsumen
secara retail pada Tahun 1996 guna untuk memenuhi permintaan pasar dan
menyesuaikan dengan perkembangan waktu dan guna senantiasa membantu
dalam memenuhi keanekaragaman kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2013, PT FIF meresmikan perusahaannya sebagai

perusahaan pembiayaan bermerek FIFGROUP didasari pada peraturan
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/PJOK.05/2014 dengan
menyediakan pelayanan pembiayaan konsumen (Costumer Financing).”

Produk pembiayaan konsumen ini salah satunya ialah layanan
pembiayaan sepeda motor (motorcycle financing) pabrikan Honda baik sepeda
motor baru maupun sepeda motor bekas berkualitas dengan perjanjian dan
prosedur pembiayaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pihak
perusahaan. Pembiayaan yang disediakan oleh PT FIF Syariah ini didukung
penuh oleh Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
untuk mengawasi jalannya prinsip=prinsip.syariah yaitu akad murabahah pada
impelementasinya. Pada transaksi jual beliwini, kesepakatan yang telah
disepakati kedua pihak di-awal pada kontrak perjanjian tidak boleh berubah,
apabila terjadi demikian maka transaksi tersebut menjadi batal.

PT FIF Syariah cabang Banda Aceh memiliki struktur organisasi
dalam menjalankan perusahaan yang dipimpin oleh kepala cabang (branch
manajer). Kepala cabang perusahaan ini membawahi beberapa seksi
kelompok kerja antara lain:

1. OS Section Head adalah pimpinan team support perusahaan yang
membawahi beberapa bagian yaitu:

a. Personal cord/HRD, merupakan bagian yang mengatur
kepegawaian dan memiliki tugas mengatur masalah pada
perlengkapan perusahaan.

b. Finance, merupakan bagian keuangan yang bertugas
mengawasi keuangan perusahaan.

c. GS Cord, merupakan bagian yang bertugas mengurus dan

mengendalikan sarana dan prasarana perusahaan.

SEIFGROUP Member of Astra, Informasi umum perusahaan, (diakses dari situs:
https:// fifgroup.co.id), pada tanggal 5 september 2022
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d. Cashier, yaitu bagian yang bertugas memberikan pelayanan
pada transaksi pembayaran pembiayaan dan melaksanakan
pencatatan dan membuat laporan dari produk harian.

2. Credit Section Head, merupakan kepala bagian kredit yang memiliki
tugas mengatur dan menilai kredit. Kepala bagian ini membawahi
beberapa bagian yaitu:

a. Credit Analys, bertugas menilai dan memeriksa data dari
bagian verifikasi.

b. Credit Ap Processor, bertugas menindaklanjuti kredit yang
telah dinilai oleh bagian kredit analisis.

c. Credit Order Clerk, bertugas dalam memasukkan data order.

d. Coll Processor Clerk, bertugas mengurus BPKB milik nasabah
debitur jika telah selesai masa pembayaran.

e. Verifer, bertugas melakukan survey kepada calon debitur yang
ingin mengambil layanan pembiayaan.

f. Fidusia Clerk, bertugas mendaftarkan hak kepemilikan
nasabah debitur.

3. Coll Section Head, merupakan-bagian yang bertugas mengawasi laba
perusahaan dan membawahi dua bagian yaitu:

a. Coll Coord, yang bertugas dalam mengatur penagihan dan.

b. CR Field, bertuas dalam menagih angsuran secara langsung
dilapangan.

4. Remedial Section Head, bertugas dalam mengatur apabila pihak
nasabah debitur memiliki masalah dalam kreditnya seperti
permasalahan dalam membayara angsuran. Kepala bagian ini
membawahi dua bagian yaitu:

a. Remedial Coord yang bertugas memproses produk perusahaan

yang akan diurus oleh remedial field.
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b. Remedial Field, merupakan kolektor yang bertugas mengambil
produk dari nasabah yang memiliki masala dalam angsuran
pembayaran atau terlambat selama tiga bulan.

Dari struktur organisasi yang telah terpaparkan diatas, dapat diketahui
bahwa PT FIF dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari beberapa seksi yang
telah ditentukan dalam menjalankan programnya yaitu seksi OS Section Head,
Credit Section Head, Coll Section Head, dan Remedial Section Head. Struktur
tersebut termasuk hal yang sangat pernting bagi perusahaan, dengan adanya
struktur organisasi perusahaan.dapat membuat kerjasama yang efektif dalam

mencapai target dan tujuan perusahaan.

C. Penerapan Diktum-diktum @ PRerjanjian Pembiayaan Pembelian
motor Secara Non Tunai Pada PT FIF Group Cabang Banda Aceh
Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan manajemen PT FIF Syariah
cabang Banda Aceh untuk nasabah debiturnya harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan Qanun LKS sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab di atas.
Untuk itu, dalam implementasinya pithak manajemen PT FIF Syariah secara
jelas telah mendesain kontrak pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah
yaitu pembiayaan murabahah yang secara Kontraktual telah dibuat dalam
bentuk perjanjian baku yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang dibuat
secara sepihak oleh manajemen PT FIF Syariah. Sehingga dalam realisasinya
pihak nasabah debitur dapat menyepakati diktum-diktum perjanjian tersebut
dengan menandatangani pada surat perjanjian pembiayaan pembelian motor
yang telah ditetapkan tersebut. S

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa perjanjian
pembiayaan ini dibuat secara kontraktual yang menjelaskan bahwa

kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat secara formal dalam bentuk
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perjanjian otentik, dalam kontrak inilah para pihak menyepakati bahwa
transaksi ini dilakukan dalam bentuk murabahah. Realisasi perjanjian jual beli
murabahah secara non tunai yang dibuat oleh pihak manajemen PT FIF secara
legal formal didasarkan pada fatwa DSN-MUI 04/DSN-MUI/1VV/2000 yang
menjadi rujukan dasar dalam kontrak nasabah dengan PT FIF Syariah. Dalam
realisasi kontrak murabahah tersebut, para pihak menyepakati beberapa hal
yang substantif sehingga dalam kontrak ini dapat dilihat beberapa diktum
perjanjian yang memuat beberapa hal yang menjadi pokok perjanjian yaitu
para pihak yang melakukan perjanjian, kesepakatan klausula perjanjian,
objek, biaya-biaya, komponen murabahah, tempo perjanjian, dan klausula
Khusus.

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang perjanjian murabahah
yang merupakan perjanjian baku yang dikeluarkan oleh PT FIF cabang banda
aceh untuk pembiayaan nasabah yang membeli motor secara non tunai sebagai

berikut’*:

1. ldentitas Para Pihak

Para pihak merupakan subjek hukum yang melakukan
kesepakatan jual beli motor-pada PT FIF Syariah yang terdiri dari dua
pihak, yaitu pihak manajemen PT FIF Syariah cabang Banda Aceh
yang beralamat di JI. Hasan Dek No. 186 kelurahan Beurawe
kecamatan Kuta Alam, sebagai pihak pertama.

dalam hal ini sebagai pihak yang menyediakan fasilitas
pembiayaan jual beli murabahah secara non tunai sebagai pihak

pertama dan selanjutnya konsumen yang merupakan pihak pembeli

"Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan, Akad Murabahah, FIFASTRA
Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh
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yang menyetujui pembelian motor secara non tunai dalam bentuk akad
pembiayaan murabahah.

Selanjutnya pihak konsumen atau debitur yang juga berisi
identitas para pihak yang terdiri dari nama, jabatan, alamat tempat
tinggal, nomor NIK, dan kepentingan transaksi yang dilakukan yang
selanjutnya ditetapkan sebagai pihak kedua.

Dari kontrak yang menjelaskna para pihak ini dapat dipahami
bahwa pihak manajemen PT FIF harus secara jelas memperoleh
informasi tentang pihak.-kedua sebagai konsumen yang membeli
produk motor dari-Astra Honda Motor (AHM) secara non tunai.
Sebagai kreditur pihak manajemen PT FIF harus dapat memastikan
bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh pihak kedua merupakan
data yang jelas. Hal tersebut jpenting untuk menghindari terjadinya
tindakan tadlis dan wanprestasi dari pihak konsumen terhadap seluruh
kewajiban yang telah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak
perjanjian _ini. Manajemen PT FIF memastikan nasabah yang
wilayahnya merupakan .konsumen yang berada dalam wilayah
pemasaran PT FIF sebagai-kompentensi relatif dari pemasaran produk
AHM untuk kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar.

Setelah pihak manajemen PT FIF memastikan keberadaan
calon konsumen yang melakukan permohonan pembiayaan, maka
setelah permohonan tersebut diterima manajemen PT FIF akan
membuat kesepakatan kedua pihak dalam kontrak perjanjian
pembiayaan murabahah atas pembelian kendaraan roda dua produk

AHM yang dijelaskan pada bagian objek murabahah.”

S Diktum Perjanjian Pembiayaan, Identitas Para Pihak, FIFASTRA Motorcycle
Financing Syariah: Banda Aceh
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2. Kesepakatan-kesepakatan yang dicantumkan sebagai klausula
perjanjian perjanjian pembiayaan murabahah ini, secara kontraktual
para pihak terutama pihak pembeli wajib menyepakati setiap diktum-
diktum dan klausula-klausula yang telah di format dalam perjanjian
tersebut. Pada poin ini menjelaskan tentang para pihak yaitu pihak
pertama merupakan manajemen PT FIF yang menyediakan kontrak
dan pihak nasabah konsumen sebagai pihak kedua yang menyepakati
dan saling mengikat diri dalam akad murabahah. Hal ini merupakan
bagian yang sangat penting dalam perjanjian pembiayaan ini karena
keberlangsungan kontrak bertumpu pada kesepakatan klausula ini, jika
para pihak terutama pihak konsumen tidak menyepakatinya maka
kontrak menjadi batal. Klausula perjanjian pembiayaan murabahah
terdiri “dari objek murabahah, biaya-biaya (cost), dan struktur
murabahah sebagai berikut:

a. Objek Perjanjian

Objek perjanjian merupakan barang yaitu produk
AHM vyang diperjualbelikan oleh perusahaan kepada
konsumen. Pihak- ~konsumen sebagai nasabah berhak
mengetahui kondisi barang secara mendetail dan spesifik. Hal
tersebut menjadi kewajiban perusahaan untuk menjelaskan
kondisi barang kepada konsumen mulai dari jenis produk,
jumlah, merek, nomor rangka dan mesin, tahun produksi,
nomor buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan
aksesoris motor bila ada. Apabila ada kecacatan pada objek
yang tidak diberitahukan oleh perusahaan, maka keabsahan
kontrak perjanjian menjadi batal karena tidak memenuhi
persyaratan dalam jual beli akad murabahah. Pihak

manajemen PT FIF juga menjelaskan kepada pihak pembeli
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mengenai tempat persediaan produk sebagai pemasok yang
berdomisili pada wilayah pemasaran produk yaitu wilayah
Banda Aceh dan Aceh Besar.’

b. Biaya-biaya (Cost)

Biaya adalah semua beban yang harus ditanggung
oleh konsumen untuk menyediakan suatu barang atau
persyaratan untuk memperoleh suatu barang. Dalam Islam,
sesuatu dianggap biaya apabila dikeluarkan untuk suatu
kepentingan. Pada kentrak perjanjian pembiayaan ini, biaya
yang diharus dibayar oleh konsumen merupakan biaya
pemeliharaan dari surat-surat berharga objek sepeda motor
yang dilakukan dalam akad wadiah bi al- ujrah.’’

c. Struktur Murabahah

Struktur murabahah yang akan disepakati dalam akad
ini terdiri dari:

1) hargajual produk kendaraan bermotor yang merupakan
harga perolehan perusahaan atau harga kendaraan yang
dibeli oleh pihak perusahaan dari tangan pertama.’®

2) Uang muka adalah sejumlah biaya yang diwajibkan
kepada konsumen sebelum perjanjian pembelian motor
dilakukan. Uang muka merupakan persyaratan yang
diberikan atas konsumen sebelum pembelian motor dan

surat perjanjian pembelian dilakukan. Hal ini dilakukan

76 Diktum Perjanjian Pembiayaan, Objek Murabahah, FIFASTRA Motorcycle
Financing Syariah: Banda Aceh

77 Diktum Perjanjian Pembiayaan, Biaya-biaya, FIFASTRA Motorcycle Financing
Syariah: Banda Aceh

8 Tangan pertama disini merupakan pihak pertama yang memiliki produk seperti
Dealer, Showroom, maupun dari kepemilikan perseorangan langsung.
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agar konsumen tidak melakukan pembatalan tiba-tiba
atau wanprestasi secara sepihak dan
mengkonfirmasikan  keseriusan konsumen dalam
melakukan pembiayaan Menurut Andri Soemitra,
perusahaan syariah yang melakukan pembiayaan jual
beli unttuk kendaraan sepeda motor wajib menerapkan
uang muka (Down Payment) kepada konsumen paling
rendah 20% dari harga jual sepeda motor tersebut’,
namun PT-EIE Syariah sendiri hanya mewajibkan
kepada konsumen untuk membayar uang muka sebesar
7,45% dari harga perolehan perusahaan.

Pokok murabahah merupakan sisa dari harga perolehan
dari pembelian sepeda motor oleh PT FIF Syariah
setelah dikurangi dengan uang muka yang dibayar oleh
konsumen.

Margin murabahah seperti yang telah dipaparkan pada
bab sebelumnya.. Margin keuntungan merupakan
persentase keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan
baik bank maupun non bank dalam memberikan
pelayanan pembiayaan kepada masyarakat. Demikian
juga dengan PT FIF Syariah mengambil keuntungan
dari pembiayaan sepeda motor sebesar 39,33%. Dalam
Islam, tidak diterangkan batasan seberapa besar
keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual, hanya

saja Wahbah Al-Zuhaily menganjurkan kepada penjual

him. 356

7% Andri Soemitra, Bank dan lembaga keuangan syariah, (Jakarta: Kencana, 2018),
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agar tidak mengambil keuntungan lebih dari sepertiga
modalnya dan mengikuti etika dan harga pasar.
d. Tempo Perjanjian

Jenis akad yang digunakan dalam perjanjian
pembiayaan ini adalah akad murabahah yaitu dengan cara
membayar secara angsuran sampai batas waktu atau tempo
pembayaran yang telah disepakati, pada perjanjian ini terdiri
dari periode pembayaran yaitu hari dimana kesepakatan dibuat
antara pihak pertama. dan pihak kedua dan batas waktu
pembayaran-yang harus dituntaskan oleh pihak kedua, waktu
pembayaran adalah jumlah cicilan‘pembayaran selama periode
yang dilakukan ' oleh ' konsumen, selanjutnya sistem
pembayaran yang diberikan dan dituntasan setiap bulannya.
Angsuran merupakan ‘sistem pembayaran yang dibuat oleh
pihak perusahaan kepada konsumen, dalam perjanjian ini
konsumen wajib melunaskan pembayaran setiap per bulannya
dengan jumlah yang telah ditentukan dan disepakati sampai
tanggal jatuh tempoyang telah dimuat pada periode
pembayaran.

e. Sanksi (Ta’zir)

Sanksi (7a zir) klausula khusus ini dibuat sebagai
peringatan kepada konsumen untuk tidak melakukan
wanprestasi pada keterlambatan pembayaran angsuran, disini
pihak PT FIF Syariah tidak mengambil keuntungan dari hasil

sanksi nasabah melainkan menjadikan dana tersebut sebagai
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dana sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan pengambilan denda
dalam Islam
Dalam Islam pengambilan denda diperbolehkan untuk
memberikan kemaslahatan dan mengurangi kerusakan
(wanprestasi). Menurut para imam mazhab, sanksi berupa
denda finansial diperbolehkan dengan perincian yang yang
khusus.®
3. Pembebanan Jaminan Fidusia
Pelayanan pembiayaan ‘yang disediakan oleh pihak PT FIF
Syariah merupakan pembiayaan dengan sistem ciclan atau angsuran.
Dengan kata lain, pembiayaan ini bisa dikatakan dalam bentuk hutang
piutang dimana pihak konsumen memperoleh terlebih dahulu barang dan
dapat dioperasikan, kemudian melunaskan pembayarannya secara cicilan
sampai dengan batas tempo waktu yang telah disepakati sebelumnya.
Namun pembayaran yang dilakukan oleh pihak konsumen
adakalanya terhambat dan bisa saja melakukan wanprestasi baik dengan
disengaja maupun tidak, maka pihak PT FIF Syariah menetapkan dala
kontrak perjanjian pembiayaannya-bahwa setiap konsumen yang ingin
memperoleh pembiayaan melalui PT FIF Syariah ini wajib memberikan
jaminan atas perjanjian pembiayaan yang ingin dilakukan yang kemudian
dimuat dalam surat kuasa pembebanan jaminan fidusia®.
Dalam surat kuasa pembebanan jaminan tersebut, pihak PT FIF
Syariah sebagai penerima kuasa yang secara substitusi untuk menerima

jaminan yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa yang telah dipastikan

8 Diktum Perjanjian Pembiayaan, Struktur Murabahah, FIFASTRA Motorcycle
Financing Syariah: Banda Aceh
81 Malik Kamal, Shahih Figh Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), HIm.303
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setiap identitasnya membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia.
Dalam hal ini juga pemberi kuasa memberikan penjaminan atas pelunasan
hutang yang dibebankan sebelumnya kepada debitur dengan penerima
kuasa yaitu PT FIF Syariah itu sendiri. Pada pernyataannya dalam surat
kuasa penjaminan fidusia ini, pemberi kuasa secara tegas melepaskan
semua hak istimewanya mapun pengecualian-pengecualian yang
diberikan oleh peraturan perundangan kepada penjamin, khusus akan
tetapi tidak terbatas sebagaimana yang telah diformat dalam pasal 1832
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Objek barang yang dijadikan sebagai barang jaminan yang
diberikan oleh penjamin kepada penerima-kuasa secara fidusia dapat
berupa barang yang mempunyai sifat hukum atau barang jaminan yang
dapat melunaskan sisa-sisa hutang debitur, misalnya surat-surat berharga
atau barang beruda kendaraan bermotor. Pihak pemberi kuasa juga wajib
untuk menjelaskan kondisi barangsecara mendetail dan spesifik mulai
dari jenis, merk, nomor rangka dan mesin, tahun dan nomor BPKB yang
dimuat dalam surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ini. Barang
jaminan ini akan dilepas jika pihak debitur telah melunaskan sisa hutang
atau pembayaran kepada pihak perusahan dan jika debitur melakukan
wanprestasi, maka pihak penerima kuasa yaitu PT FIF Syariah berhak
melakukan perbuatan apapun yang diperlukan hingga selesai tindakan
yang dikuasakan dalam surat kuasa ini tanpa ada yang dikecualikan.

Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ini merupakan bagian
yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian
pembiayaan ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.
Demikian juga kepada pihak pemberi kuasa tidak dapat mencabut atau
menarik surat kuasa ini kembali apabila pihak nasabah debitur belum

dapat melunasi sisa pembayaran kepada pihak pertama yaitu PT FIF
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Syariah. Penerima kuasa akan melepaskan surat kuasa pembebanan
jaminan ini apabila telah berakhirnya masa pembiayaan, tempo
pembayaran dan selesainya pelunasan pembayaran dari pihak debitur
berdasarkan perjanjian pembiayaan.

Secara yuridis surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ini, hanya
pihak penerima kuasa yang berwenang untuk dapat melepaskan surat
kuasa ini. pihak pemberi kuasa tidak dapat melepaskan kontrak ini
meskipun mempunyai kewenangan yang berlandaskan pada Pasal 1813,
1814, dan 1816 Kitab Undang-undang. Perdata (KUHPer).3

Dari klusula perjanjian pembiayaan tentang pembebanan jaminan
fidusia tersebut dapat dipahami bahwasanya surat pemberian kuasa tersebut
dibuat sebagai tanda bukti dan penegasan atas barang yang dijadikan sebagai
jaminan oleh pemberi kuasa kepada pihak manajemen PT FIF Syariah. Hal ini
dilakukan karena dalam hal ini; pihak Manajemen PT FIF Syariah tidak
menahan barang jaminan berupa metordan surat BPKB tersebut sampai batas
tempo pembayaran yang ditetapkan telah usai, namun jika dalam proses
pelunasan pembayaran pihak debitur melakukan wanprestasi maka pihak PT
FIF Syariah mempunyai kuasa atas barangyang telah dijadikan sebagai objek
jaminan dan pihak pemberi kuasa tidak dapat membatalkannya.

Pihak pemberi kuasa juga ditegaskan apabila surat kuasa tersebut telah
ditandatangani, pihak pemberi kuasa tidak dapat membatalkan atau mencabut
secara sepihak walaupun berlandaskan pada undang-undang hukum perdata
dikarenakan dalam surat tersebut secara jelas tertulis pihak pemberi kuasa

melepaskan diri dari pasal-pasal pemberi kuasa dan pemutusan kuasa KUH

8 Lembar Kontrak Perjanjian Pembiayaan, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan
Fidusia, FIFASTRA Motorcycle Financing Syariah: Banda Aceh
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Perdata. Pihak yang berwenang memutuskan dan menganggap surat kuasa
tersebut berakhir ialah pihak penerima kuasa yaitu PT FIF Syariah itu sendiri
jika pihak nasabah debitur telah melunaskan pembayaran dan atau tempo

pembayaran yang disepakati telah usai.

D. Tinjauan Akad Bai’ Al-Murabahah terhadap Klausula dan Diktum
Perjanjian Pembiayaan pada PT FIF Syariah

Akad murabahah merupakan salah satu akad yang diimplementasikan
pada kegiatan transaksi jual beli, bentuk akad ini merupakan skema jual beli
yang sangat populer dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat
yang membutuhkan suatu:barang tetapi belum mampu untuk memperolehnya.

Pengertian' akad sendiri seperti yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya, murabahah adalah jual beli yang dilakukan terhadap perjualan
barang dengan harga asal serta perolehan keuntungan yang jelas, transparan
dan disepakati keduanya. Olehg'karena perkembangan zaman, skema
murabahah dapat juga berbentuk jual beli dengan komisi, dimana si pembeli
tidak dapat memperoleh barang tersebut kecuali melalui perantara seseorang
ataupun si pembeli tersebut tidak-mau susah mendapatkan sendiri sehingga
menggunakan jasa untuk memperolehnya.®

Transaksi murabahah juga dapat dilakukan dengan cara pesanan
pembelian. Imam Syafi’i menerangkan dalam kitabnya Al- Umm dengan
istilah al-amir bi al-syira®, dalam hal ini seseorang calon pembeli memesan
kepada seseorang untuk membelikannya suatu barang yang ia perlukan.

Kedua pihak tersebut membuat kesepakatan mengenai barang tersebut

84 Akhmad Mujtahid, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
him. 53

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Wacana Ulama & Cendikiawan,
(Jakarta: Tazkiya Institute, 1999), him. 121
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meliputi harga asal daripada barang, kesanggupan si pembeli, biaya-biaya dan
perolehan keuntungan dari jasa pembelian barang tersebut. Setelah itu,
transaksi jual beli ini terjadi dan sah apabila barang yang diperlukan oleh calon
pemesan telah berpindah kepemilikan kepadanya.

Pada dasarnya, tidak ada dalil Al-Qur’an dan Hadits yang membahas
langsung terkait akad murabahah, hanya saja pembahasan yang dibicarakan
dari kedua sumber dalil tersebut ialah jual beli, laba, rugi dan perdagangan.
Oleh karenanya landasan yang memberikan dasar kebolehan bertransaksi
dengan skema murabahah adalahpada jual beli dengan sistem pembayaran
yang ditangguhkan seperti penggalan pada ayat 275 Surat Al-Bagarah seperti
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya Allah SWT telah
menghalakan jual beli dan melarang perbuatan riba.

Demikian juga dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin
Hanbal yang menjelaskan bahwasanya pendapatan yang paling baik ialah
hasil tangan seseorang dan jual beli'yang mabrur. Dalam hadits lainnya yang
diriwayatkan oleh lbnu Majah yang menerangkan hal-hal yang terdapat
keberkahan salah satunya adalah jual beli-secara tangguh, dengan makna lain
kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat dekat dengan definisi
murabahah yang telah dipaparkan sebelumnya.2®

Kesesuaian diktum-diktum dan klausula perjanjian yang dibuat oleh
PT FIF Syariah ini telah sesuai bila ditinjau dari figh muamalah, bila dilihat
dari strukturalnya, pokok-pokok diktum tersebut memenuhi rukun dan syarat
dalam suatu perikatan perjanjian. Diktum dan klausula perjanjian pembiayaan

terdiri dari:

8 Akmal Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016),
HIm. 55
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1. Pihak Pihak

Para pihak yang melakukan akad perjanjian pembiayaan disini
merupakan subjek hukum yang telah memenuhi persyaratannya, pihak
pertama adalah pihak manajemen PT FIF Syariah yang disebut sebagai
badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat
bertindak dalam hukum dan memunyai hak, kewajiban dan
perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.®’

Dalam perikatan Islam, badan hukum tidak diatur secara
khusus. Namun, ada beberapa dalil yang menunjukkan adanya badan
hukum dengn menggunakan istilah Al- Syirkah, seperti yang tercantum
dalam surat An-Nisa ayat 12 disebutkan:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
mereka bersekutu dalam sepertiga itu..”%8

Pada surat Shaad ayat 24 juga menyebutkan:

“Dan sesungguhnya, Kebanyakan' dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian orang
lain keuali orang-orang yang beriman...”%°,

Dalam hadits yang" diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-
Hakim dari Abu Hurairah bahwa Nabi telah bersabda:

“Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang
berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat
terhadap lainnya, apabila salah seorang lainnya berkhianat, maka aku

keluar dari keduanya”.%

87 R. Wirjono Prodjidikoro, Asas-asas Hukum Perdata, Cet. 8, (Bandung: Sumur
Bandung, 1981), him. 23

8 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Ed. Revisi, (Semarang:
Kumudasmoro Grafindo, 1994), him.117

8 Ibid.,hlm. 735

% Gufron A Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), hIm. 192
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Dari kedua dalil tersebut dapat diuraikan bahwa dua pihak atau
lebih yang bekerja sama disebut sebagai badan hukum karena
mempunyai tujuan yang sama, begitu juga dengan perusahaan yang
didalam surat perjanjian diformat sebagai badan hukum dan disebut
sebagai pihak pihak pertama.®*

Pihak kedua merupakan perseorangan yang mengikat diri pada
kontrak perjanjian yang diberikan oleh pihak pertama yaituperusahaan
yang menyediakan pembiayaan pembelian sepeda motor. Dalam
perikatan Islam, seorang-yang dapat melakukan perikatan hukum
dengan pihak lain disyaratkan telah menjadi mukallaf®? atau seseorang
yang telah dapat dibebani hukum. Menurut Abdurrahman Raden Aji
Haqqi, orang yang telah dapat bertanggung jawab atas beban suatu
hukum ialah orang-orang yang telah melewati tahapan-tahapan subjek
hukum dalam kehidupannya (Stages Of Legal Capacity).*®

2. Objek Akad

Objek akad adalah sesuatu yang dikenakan kepadanya akibat
hukum yang ditimbulkan. Objek akad bisa berupa berupa benda
berwujud seperti barang-maupun benda tak berwujud yang memberi
manfaat. Dalam akad jual beli, pihak konsumen berhak mengetahui
kondisi objek yang akan diperoleh dan transparansi harga daripadanya,
kewajiban dari pihak penjual juga untuk memberitahukan kepada

konsumen dari apa yang telah disyaratkan dalam Islam. Dari hasil

91 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di
Indonesia, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 64

92 Mukallaf adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan
perbuatannya dihadapan Allah SWT baik terkait dengan perintah maupun larangan-
laranganNya.

9 Abdurrahman Raden Aji Haqgi, The Philosophy of Islamic Law Of Transactions,
(Kuala Lumpur: Univision Press, 1999), him. 94-96
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pengamatan penulis sendiri, kejelasan terhadap objek akad yang
tertulis dalam kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah ini
telah menerangkan secara detail mulai dari kondisi akad hingga
keterangan harga yang ditetapkan.

3. Biaya-biaya (Cost)

Menurut ulama mazhab, penambahan biaya atau pembebanan
biaya kepada pihak konsumen itu diperbolehkan selagi masih dalam
ruang lingkup pembiayaan®. Penambahan biaya yang ditetapkan oleh
pihak perusahaan bukanlah~biaya yang menambahkan nilai pada
harga® jual sepeda motor melainkan biaya untuk titipan surat berharga
(Surat BPKB) yang dilakukan dalam skema akad wadhiah bi al-ujrah
dengan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, biaya-biaya tersebut
telah termasuk kepada persentase margin keuntungan perusahaan yang
telah disepakati keduanya.

4. Struktur Murabahah

Poin ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pembiayaan
dalam skema murabahah dilakukan. Skema pembiayaan ini dimuat
sesuai dengan tuntunan syarat pembiayaan murabahah di mana pihak
perusahaan menerangkan transparansi harga objek dan tingkat
persentase keuntungan yang diambil oleh pihak perusahaan. Hal ini
telah ditetapkan dan kemudian disepakati oleh kedua pihak, bagi pihak
konsumen, penetapan yang telah diatur oleh perusahaan tidak bisa

dinegoisasikan lagi, pihak konsumen hanya dapat menegoisasi tingkat

% Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Figh Dan Keuangan, HIm. 223

% Harga adalah suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan
barang yang dijual, harga merupakan salah satu unsur dari jual beli yaitu harga dan barang
yang dihargai, baca ebih lanjut dalam buku karangan Abu malik kamal, Shahih Fikih
Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 471
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mark up/margin keuntungan jika dinilai terlalu tinggi dan
memberatkan.
5. Tempo Perjanjian

Tempo perjanjian merupakan salah satu bagian yang terpenting
dalam kontrak perjanjian pembiayaan. Para fugaha berpendapat bahwa
suatu perjanjian berakhir apabila telah jatuh tempo berakhirnya
perjanjian yang telah disepakati jika memiliki proses waktu, terealisasi
secara sempurna dan atau terjadinya wanprestasi (perjanjian yang
fasakh, salah satu pihak meninggal dunia dan lain sebagainya), namun
ulama berpendapat bahwasanya ridak semua perjanjian berakhir
otomatis bila terjadinya wanprestasi melainkan ada penjamin yang
akan melunaskan sisa kewajibannya.

Mengenai berakhirnya tempo perjanjian dalam piutang, jika
pihak kreditur meninggal tidak akan mengakibatkan berakhirnya
perjanjian, akan tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin
hak atas piutannya.®®

6. Sanksi (Ta zir)

Sanksi (7a zir) merupakan- salah satu klausula yang di buat
untuk menegaskan pihak kedua dalam perjanjian agar tidak melakukan
wanprestasi. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF
Syariah ini penetapan denda (7a ’zir), ditetapkan sebagai klausula
khusus yang ditegaskan kepada pihak konsumen agar tidak terlambat
membayar angsuran. Dalam figh muamalah, penetapan denda
diperbolehkan supaya menjaga kemaslahatan dalam transaksi dan juga

menghindari kegiatan wanprestasi dari pihak nasabah debitur.

% Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), him. 28
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7. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh PT FIF Syariah
dibuat dalam prinsip syariah yang berlandaskan pada akad
murabahah. Seperti yang kita pahami bahwasanya praktik
pembiayaan ini merupakan salah satu transaksi jual beli yang bersifat
hutang piutang yaitu pihak perusahaan yang memberi hutang
sedangkan pihak konsumen sebagai pihak yang berhutang. Islam
sangat menganjurkan kepada pihak-pihak yang bertransaksi terutama
pada hal hutang piutanguntuk menetapkan konsep jaminan
didalamnya. Jaminan ditetapkan dalam transaksi jual beli berfungsi
sebagai pemberi rasa keamanan, tidak dapat dibebani tanggung jawab
atas kerugian dari barang jaminan tersebut, oleh karena itu dapat
diminta pertanggung jawaban dari jaminan yang diberikan oleh
nasabah debitur.

Seperti halnya padaspembiayaan yang dilakukan oleh PT FIF
Syariah, manajemen PT FIF Syariah ini memberikan pelayanan
kepada ~konsumen dengan ‘menetapkan pemberi kuasa atas
pembebanan jaminan atas debitur tersebut. Surat pembebanan jaminan
tersebut dimuat dalam kontrak perjanjian sebagai klausula ikutan yang
bersifat wajib kepada debitur. Hal ini ditetapkan oleh perusahaan
bilamana pihak debitur melanggar kontrak atau melakukan
wanprestasi maka pihak yang di tunjuk sebagai penjamin atas
perjanjian yang disepakati oleh debitur dapat memberi tanggung jawab
dengan memberi kuasa kepada perusahaan untuk melakukan eksekusi
terhadap objek jaminan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan
oleh undang-undang bisa berupa menggadaikan, menjual dan atau
memindahtangankan kuasa atas objek. Apabila debitur telah

melakukan pelunasan terhadap perusahaan, maka demi hukum
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kepemilikan atas objek jaminan akan dipindahtangankan kembali

kepada pemberi kuasa jaminan fidusia.




BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti analisa tentang perjanjian
pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca
pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah yang ditinjau dari perspektif akad murabahah, bahwa penerapan
perjanjian pembiayaan pada PT.FIF-ini telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Qanun. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan diktum-diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor
secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca
pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 secara kontraktual telah
diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Qanun
tersebut dimana didalamnyastelah memuat pihak yang berakad, objek
akad, biaya-biaya, struktur murabahah, dan jaminan pembiayaan.

2. Tinjauan akad ba i murabahah terhadap diktum-diktum dan klausula
perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT Federal International
Finance Syariah Cabang Banda Aceh telah diimplementasikan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah. Isi diktum dan klausula perjanjian yang
dibuat oleh manajemen PT FIF Syariah ini memenuhi persyaratan
yang tertulis dalam akad murabahah, didalamnya memuat subjek
hukum yaitu para pihak yang berakad, keterangan objek yang jelas,
transparansi harga dan perolehan margin keuntungan, biaya-biaya,
penetapan denda dan pembebanan jaminan fidusia.

B. Saran
1. Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank dapat

beroperasi pada pelayanan pembiayaannya dalam prinsip Islam dan
66
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patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Kepada pihak manajemen PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pada
kontrak perjanjian pembiayaannya agar tetap di implementasikan
secara prinsip syariah dan sesuai dengan Qanun supaya pelayanan
pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya sebatas
pada slogan syariah dan hanya dokumentasi saja melainkan sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan.
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